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MOTTO
.
Artinya : "tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya beribadah kepada
Allah, dengan ikhlas dan condong melakukan agama karena-Nya, begitu juga
supaya mengerjakan shalat dan membayar zakat dan itulah agama yang lurus.
(Q.S. Al-Bayyinah : 5)
vii
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas
Syari’ah Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi
tersebut adalah:
1. Konsonan
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin
adalah sebagai berikut :
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Ta
ث Ŝa S Es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح Ha H} Ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh Ka dan ha
د Dal D De
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ix
ش Syin Sy Es dan ye
ص Şad S{ Es (dengan titik di bawah)
ض Dad D} De (dengan titik di bawah)
ط Ţa T{ Te (dengan titik di bawah)
ظ Za Z} zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ....‘.... koma terbalik di atas
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah .…‘.… Apostrof
ي Ya Y
ye
2. Vokal
Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
xa. Vokal Tunggal
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Contoh
 َ◌ Fathah A  َمَكَح
 ِ◌ Kasrah I  َ أِطَو
 ُ◌ Dhammah U  ُمَضَی
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:
Tanda dan  Huruf Nama Gabungan Huruf Contoh
ي  َ◌ Fathah dan ya Ai kaifa  :فْیَك
و  ُ◌ Fathah dan wau Au  َلْوَھ : haula
3. Vokal Panjang (Maddah)
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
Harakat dan
Huruf Nama
Huruf dan
Tanda Nama Contoh
 ا     ◌َ Fathah dan
alif atau ya Ā
a dan garis di
atas
جاَو ِّزلا = Az-ziwāj
ي      ◌ِ Kasrah danya Ī
i dan garis di
atas
لِْیق = qīla
و       ◌ُ Fathah dan
alif atau ya Û
u dan garis di
atas
 ُلُْوَقی = yaqûlu
xi
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu :
a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhomah
transliterasinya ada /t/
b. Ta marbutah mati
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/
Contoh :  ْةَحْلَط (ţalhah)
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al لا serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h)
Contoh :  ْلاَفَْطْلاا ْةَضْوَر (raudah al-atfāl/ raudatul at fāl)
5. Saddah (Tasydid)
Saddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah. Contoh :  َل َّزَن (nazzala).
6. Kata Sandang
Kata sandang di dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu al. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan
menjadi 2 macam, yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsyiyah dan kata
sandang yang diikuti huruf qamariyah
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf /l/ digantidengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubngkan dengan tanda
hubung.
xii
Contoh:
An-nikāhu :  ُح اَِّكنلا
Al-jam’u :  ُعْمَجْلا
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ABSTRAK
Wijayati, NIM 132111001, " STUDI ANALISIS TENTANG
RELEVANSI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU
PDM KLATEN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT"
Pendayagunaan zakat merupakan bagian dari isi Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat atas perubahan dari Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1999. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahi pendayagunaan
zakat yang dilakukan LAZISMU PDM Klaten (Lembaga Amil Zakat Infaq dan
Shadaqah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten). Serta relevansinya dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Masyarakat muslim menjadi penduduk mayoritas di wilayah Klaten. Umat
muslim mencapai angka 1.079.992 jiwa yang sangat diharapkan kesadarannya
dalam membayar zakat. Potensi zakat akan sangat maksimal apabila kesadaran
muzaki dalam membayar zakat sangat tinggi.
Pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga amil zakat diharapkan dapat
meningkatkan taraf hidup mustahiq. Pendayagunaan yang disertai pendampingan
akan memberi arahan dan motivasi kepada mustahiq. Perlunya penambahan
kemampuan mustahiq untuk mengelola modal usaha adalah tanggung jawab
lembaga amil zakat. Kemampuan dalam mengelola modal usaha yang diberikan
akan menjadikan mustahiq lebih kreatif dan mampu mempertahankan usahanya.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat didayagunakan sesuai
dengan UU No. 23 Tahun 2011. LAZISMU PDM Klaten memperhatikan prioritas
kebutuhan mustahiq sebelum menyalurkan zakat. Pendayagunaan zakat
diprioritaskan untuk asnaf faqir dan miskin.
Kata kunci : Pendayagunaan, Zakat Produktif, LAZISMU PDM Klaten,
UU,
xvii
ABSTRACT
The utilization of zakat is part of UU No. 23 : 2011th about managemen of
zakat for changes UU No. 38 : 1999th. This study was conducted to determine the
utilization of zakat by LAZISMU PDM Klaten (Institusion Amil Zakat, Infaq and
Shadaqah Leaders Muhammadiyah Klaten Region). And its relevance to UU No.
23 : 2011th about managemen of zakat.
Muslim society becomes the majority population in Klaten region. Muslim
reached the number 1.079.992 souls who are expected to awareness in paying
zakat. The potential of zakat will be maximal if the awareness of muzaki in paying
zakat is very high.
The utilization of productive zakat by zalcat amil instution is expected to
improve the standard of living mustahiq. Utilization accompainied by mentoring
will provide direction and motivation to mustahiq. The need for addition ability
mustahiq to manage the business capital is the responsibility of amil zakat
institution. The ability to manage the given business capital will make the
mustahiq more creative and able to maintain its business.
Result from research that zakat is utilized in accordance with UU No. 23 :
2011th about managemen of zakat. LAZISMU PDM Klaten pay attention to
priority needs mustahiq before distributing zakat. The utilization of zakat is
prioritized for poor and disadvantaged families.
Keyword : Utilization, Productive zakat, LAZISMU PDM Klaten, UU.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin diharapkan mampu memecahkan
persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat muslim, baik persoalan sosial,
ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya. Islam sebagai agama yang luhur dan
mulia mampunyai potensi untuk mewujudkan keluhurannya melalui lima
rukunya. Zakat adalah salah satu rukun islam yang ketiga dari lima rukun Islam
yang bercorak sosial ekonomi.1
Zaka adalah kata dasar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik,
dan bertambah. Orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan
jiwanya akan menjadi bersih.2 Allah menjadikan harta benda sebagai sarana
kehidupan umat manusia, karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama.
Seseorang wajib menunaikan zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib
zakat. Zakat juga sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi
umat dan kesejahteraan.3 Adapun firman Allah atas kewajiban mengeluarkan
zakat adalah sebagai berikut:
              
Artinya: “Dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah
bersama dengan orang-orang yang ruku.” 4 (Al-Baqarah: 43)
1 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten, Pedoman Syari’at Zakat Amwal, (Klaten:
2016), hlm. 3.
2 Fakhruddin, Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008),
hlm. 13.
3 Sjechul Hadi Permono, Sumber-Sumber Penggaliaan Zakat, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
Cet.1, 2003), hlm.1.
4Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya:
Mahkota, 2004).
2Kemudian dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dijelaskan tentang ancaman bagi seseorang yang tidak menunaikan kewajibannya
berzakat, adalah sebagai berikut:
}{
Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah
menceritakan kepada kami Hasyim bin Aal Qasim telah menceritakan
kepada kami 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Dinar dari bapaknya dari Abu
Shalih As-Saman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata,: Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Barangsiapa yang Allah
berikan harta namun tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari qiyamat
hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang
bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari qiyamat
lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya
seraya berkata,: 'Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu".
Kemudian Beliau membaca firman Allah subhanahu wata'ala QS Ali 'Imran
ayat 180 yang artinya "(Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil
dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya
menyangka, ……"). (H.R. Bukhari : 1308)5
Hadist diatas memaparkan ancaman hukuman bagi mereka lalai menunaikan
zakat atas hartanya. Islam juga mengatur dengan tegas dan jelas tentang
pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya yang tercantum dalam firman Allah
SWT dalam surat At-Taubah 103:
5Abu Ahmad As Sidokare, Kitab Shahih Bukhari, bab Zakat, Hadits Nomor 1308.
3               
   
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentaraman jiwa bagi
mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-
Taubah:103)6
Jumhur ulama’ menyimpulkan dari ayat di atas, bahwa yang berhak
mengambil atau menghimpun zakat adalah pemerintah, yakni umara’ yang
menegakkan syariat Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa badan pengelolaan
zakat adalah pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurusi urusan
zakat. Mulai dari penghimpunan, pendistribusian, sampai kepada pendayagunaan
dana zakat. Dengan demikian, pembayaran zakat melalui lembaga pengelola zakat
tersebut tidak perlu diragukan lagi kebolehannya.7
Melalui lembaga pengelola zakat diharapkan penyaluran zakat dapat tepat
sasaran, baik secara konsumtif maupun produktif. Zakat juga merupakan bentuk
nyata solidaritas sosial dalam agama Islam. Diharapkan melalui zakat dapat
tumbuh rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong sesame
anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualis
diantara umat Islam.8
Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT
dalam firman-Nya yakni Q.S. At-Taubah : 60
6Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya:
Mahkota, 2004).
7 Fakhruddin, Fiqh dan Managemen Zakat di Indonesia, (Malang:UIN Malang, 2008), hlm.
216.
8 Nurul Huda dkk, Zakat Prespektif Mikro-Makro, (Jakarta: Penamedia, 2015), hlm. 11.
4              
             
 
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf
yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah : 60)9
Pengelolaan zakat mulai dari memungut dan mendistribusikan harta zakat
berada di bawah wewenang badan pengelola zakat baik yang dikelola langsung
oleh pemerintah (BAZ) maupun yang dikelola swasta (LAZ). Zakat yang dikelola
Lembaga Amil Zakat (LAZ) pendayagunaannya juga tidak hanya diberikan secara
konsumtif tetapi juga secara produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang
disalurkan berupa kebutuhan konsumsi sehari-hari berupa beras dan uang tunai.
Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan berupa barang produktif, dimana
dengan mengunakan barang tersebut mustahik dapat mengembangkan usahanya.
Pendayagunaan zakat produktif diharapkan bisa menyentuh kebutuhan
masyarakat untuk modal usaha. Pendayagunaan zakat diberikan dengan catatan
apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. UU No. 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat yang di dalamnya diatur mengenai pelaksanaan pengelolaan
zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusi hingga pendayagunaan.
Pendayagunaan zakat diharapan dapat meningkatkan kualitas umat yang mandiri
9Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya:
Mahkota, 2004).
5dan sejahtera. Kesejahteraan dapat dicapai suatu keluarga apabila telah tercukupi
kebutuhan makan, pakaian, rumah, pendidikan dan kesehatan yang layak.
Pendayagunaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat secara struktural memiliki
kewenangan untuk menegakkan kesejahteraan dan keadilan bersama, tidak
terkecuali Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU adalah
lembaga amil zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan
masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan
dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan
instansi lainnya. Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dikukuhkan
oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional
melalui SK No. 730 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Lazis
Muhammadiyah sebagai Lemabga Amil Zakat Skala Nasional.
Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta
Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan
indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan
sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini
mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia
dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim
terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang
terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan
didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan
bagi penyelesaian persoalan yang ada.
6Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat
dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari
penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.
Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh Jaringan Multi Lini,
sebuah jariangan konsolidasi lembaga zakat yang terbesar di seluruh provinsi
(berbasis kabupaten / kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan
LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus
dan tepat sasaran. LAZISMU Klaten sendiri merupakan PDM dari LAZISMU
yang ada di daerah Klaten. Nantinya disebut dengan LAZISMU PDM Klaten.
Pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat secara struktural memiliki
kewenangan untuk menegakkan kesejahteraan dan keadilan bersama, ialah
Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten
(LAZISMU PDM Klaten). LAZISMU PDM Klaten beralamatkan di Jl. Wijaya
Kusuma No. 8 Klaten bersamaan dengan gedung Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Klaten.10
Prinsip LAZISMU PDM Klaten zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk
ditunaikan, tetapi harus dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara
merata hingga sampai ke tangan yang berhak mendapatkan zakat. Dengan
demikian sudah jelas bahwa peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting.
Zakat apabila didayagunakan dengan tepat tentunya akan mendukung peningkatan
perekonomian mustahik. Pendayagunaan zakat memiliki langkah penting sebagai
program pemberdayaan mustahik yang mana mereka tidak hanya diberikan
10 Lazismu dikutip dari http://www.lazismu.org/ di akses 5 Mei 2017.
7bantuan modal kerja, melainkan turut serta mendampingi dan memberikan
pengarahan serta pelatihan kepada mustahik. Sehingga mustahik dapat mandiri
dengan dana zakat tersebut, lebih lagi dapat menjadikan mustahik menjadi
muzaki.
Seperti halnya yang terjadi pada LAZISMU PDM Klaten mengenai
pendayagunaan zakat dari data yang didapat oleh penulis pada tahun 2016
LAZISMU PDM Klaten telah menyalurkan 5% dana zakat produktif dari dana
yang terhimpun seluruhnya. Dengan realita kemiskinan pada tahun tersebut
mencapai angka 172.300 jiwa.11 Angka kemiskinan berada di tengah populasi
masyarakat Klaten yang berjumlah 1.158.795 jiwa12, diantaranya 1.079.992 jiwa13
adalah umat muslim yang diharapkan dapat menjadi muzaki yang dapat saling
menguatkan perekonomian sesama umat. Pendayagunaan zakat yang diberikan
LAZISMU PDM Klaten diharapkan dapat  mengembangkan dan memandirikan
mustahik.
Pendayagunaan zakat LAZISMU PDM Klaten yang memperhatikan aturan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat akan
meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada lembaga amil zakat.
Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku diharapkan
dapat tercipta kesejahteraan yang menyeluruh serta turut membantu mengurangi
angka miskin di Kabupaten Klaten.
Berangkat dari latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat judul
“STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT
11 http://www.berita.suaramerdeka.com/ diakses 5 Mei 2017
12 http://klatenkab.bps.go.id/tabelstatistikview.
13 Ibid.
8PRODUKTIF DI LAZISMU PDM KLATEN RELEVANSI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT”.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang peneliti tulis di atas ada beberapa pokok
permasalahan yang perlu diteliti, yaitu:
1. Bagaimana pendistribusian zakat di LAZISMU PDM Klaten?
2. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU PDM Klaten
relevasinya dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk menganalisa pendistribusian zakat di LAZISMU PDM Klaten.
b. Untuk menganalisa sistem pendayagunaan zakat di LAZISMU PDM Klaten
relevasinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat.
D. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ketentuan
pendayagunaan zakat produktif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,
khususnya bagi peneliti, LAZISMU PDM Klaten, dan pembaca pada umumnya
9serta bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah sebagai
rujukan penelitian berikutnya.
b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi
kepada masayrakat umum tentang pendayagunaan zakat produktif di LAZSIMU
PDM Klaten, sehingga dapat menumbuhkan rasa iman dan taqwa kepada Allah
SWT.
E. Kerangka Teori
1. Pengertian Zakat
Zaka yaitu kata dasar dari kata zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih,
baik, dan bertambah. Orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan
jiwanya akan menjadi bersih.14 Makna tumbuh dan suci tidak hanya diasumsikan
pada harta kekayaan, lebih dari itu, juga untuk jiwa insan yang berzakat.15
Sedangkan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
(pasal 1 ayat 2). Terdapat beberapa istilah dalam zakat, seperti muzaki yaitu orang
yang memberi zakat dan mustahik yaitu orang yang menerima zakat.
14 Fakhruddin, Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008),
hlm. 13.
15 Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, Pedoman Zakat Praktis, (Yogyakarta : Suara
Muhammadiyah, 2014) hlm. 1.
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Maharifus zakat atau orang yang berhak menerima zakat (mustahik) dalam
syariat Islam yang berhak menerima zakat terbagi menjadi 8 golongan,
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Fakir dan Miskin
Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan
yang layak dalam memenuhi kebutuh pokoknya, baik untuk diri sendiri
maupun tanggungjawabnya. Sedangkan miskin adalah orang yang
mempunyai harta dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi
tanggungjawabnya, akan tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.16
b. Amil
Amil adalah orang atau lembaga yang melaksanakan segala kegiatan
urusan zakat, mulai dari penggumpul sampai dengan bendahara, penjaganya,
pencatat dan penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan yang
membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka
dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil daari selain harta zakat.17
c. Muallaf
Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau
keyakinannya dapat bertambah terhadap agama Islam, atau terhalangnya
niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya
kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari
musuh.18
d. Riqab
16 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta : Litera Antarnusa, 2007), hlm 510-563
17 Ibid., Hlm. 563.
18 Ibid.
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Riqab adalah membebasakan budak belian (hamba sahaya) yang
artinya sama dengan menghilangkan atau melepasakan belenggu yang
mengikatnya, menjadikannya orang yang merdeka. Dana zakatnya tidak
diberikan kepada budak, melainkan dipergunakan untuk keperluan
pembebasannya. 19
e. Gharimin
Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang, namun tidak
memiliki harta yang cukup untuk membayarkan hutangnya. Jumlah hutang
yang dimiliki lebih besar dari jumlah harta yang dimiliki.20
f. Sabilillah
Sabilillah adalah orang yang berada dijalan Allah atau segala amal
perbuatan yang menunjukkan takarrub dan ketakwaan kepada Allah.21
g. Ibnu Sabil
Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan
tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun atau orang
yang hendak melakukan perjalanan penting namun dirinya tidak memiliki
bekal.22
2. Pengertian Pendayagunaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pendayagunaan berasal dari
kata "guna" yang berarti banyak kebaikan atau manfaat. Sedangkan arti
19 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, …, hlm. 583.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
12
pendayagunaan sendiri adalah suatu upaya mendatangkan hasil dan manfaat yang
lebih besar dan lebih baik.23 Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif
dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
Pendyagunaan zakat untuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan
apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Salah satu tugas utama dari
Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala
prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data yang
akurat.
Zakat untuk usaha produktif adalah pendayagunaan zakat harus dapat
memberikan dampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun social.
Secara ekonomi mustahik dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak
sedangkan secara sosial mustahik dituntut agar dapat hidup sejajar dengan
masyarakat lain. Dana zakat yang diberikan harus dapat mengantarkan mustahik
bertahan dalam jangka panjang untuk memberdayakan mustahik sampai kepada
pengembangan usaha. Maka pendayagunaan harus diutamakan karena akan
memandirikan mustahik sehingga tidak bergantung kepada amil.24
Pada prinsipnya zakat yang akan distribusikan ke mustahik perlu di susunya
skala prioritas kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh mustahik tersebut.
Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan
tingkat kebutuhan seseorang yang dimulai dari kebutuhan paling penting sampai
kepada kebutuhan yang sifatnya dapat ditunda.25 Untuk pendayagunaan zakat
23 http://KBBI.web.id diakses 1 Juni 2017.
24 Muhammad dan Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan
Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 127.
25 http://www.ilmu-ekonomi-id.com diakses 5 Mei 2017
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produktif harus ditentukan mustahik yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya,
seperti sandang, papan, dan pangan.
F. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini fokus pada pendayagunaan zakat sebagai sumber salah satu
ekonomi umat Islam. Pembahasan mengenai potensi zakat akan dilihat dari aspek
yang terkait dengan zakat yakni, muzakki (pemberi zakat) itu sendiri, asnaf zakat
(delapan asnaf), amilin (lembaga zakat) dan manajemen zakat (pengelolaan) harus
bersinergi membentuk suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan efektif,
sehingga tujuan pelaksanaan zakat dapat tercapai secara optimal. Kesesuaian
sistem yang dijalankan dengan ketentuan yang dikeluarkan Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat akan menambah  kepercayaan
dari muzakki untuk mengeluarkan zakat melalui lembaga tersebut.
Ada banyak skripsi yang membahas masalah terkait dengan zakat dan UU
No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, skripsi yang membahas masalah
zakat seperti “Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Studi Kasus Di Lazis
Muhammadiyah Solo” yang disusun oleh Ibrahim Hanif. Disini penulis
memaparkan hukum Islam melalui At-Taubah ayat 60 untuk meninjau
pendayagunaan yang dilaksanakan oleh LAZIS MU Solo. Serta UU RI No. 23
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Tahun 2011 untuk meninjau penghimpunan, pendayagunaan serta transparansi
pada lembaga amil zakat tersebut.26
Rina Yatimatul Faizah yang membahas Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat
Profesi dalam Pandangan Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi di
LAZIS PT PLN (Persero) APJ Salatiga”.27 Penulis mengunakan  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai acuan sudah sesuaikah
penghimpunan dan pendayagunaan zakat profesi di Lazis PT PLN APJ Salatiga
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
tersebut. Sedangkan pandangan fiqh yang digunakan adalah pendapat Yusuf
Qardawi.
Pinarti yang mengangkat judul Pengelolaan Zakat Pada Solo Peduli Pasca
Diterbitkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (Studi Laporan
Keuangan Solo Peduli Tahun 2011-2012). Dengan kesimpulan kewajiban
menerapkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 19 masih belum direalisasikan oleh
pengurus zakat di Solo Peduli. UU NO. 23 Tahun 2011 dianggap menyulitkan dan
implementasinya belum maksimal.28
Zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kemaslahatan orang banyak bila
dibutuhkan seperti menunjang sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan
26Ibrahim Hanif , “Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Studi Kasus Di Lazis Muhammadiyah Solo”,
Skripsi 2016, Dikutip http://eprints.ums.ac.id// diakses 5 Mei 2017. Jurusan Syariah Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016.
27 Rina Yatimatul Faizah, "Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Pandangan
Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi di LAZIS PT PLN (Persero) APJ Salatiga”.
Skripsi 2012, Dikutip http://perpus.iainsalatiga.ac.id// diakses 5 Mei 2017, Jurusan Syariah IAIN
Walisongo, Semarang, 2012.
28 Pinarti, " Pengelolaan Zakat Pada Solo Peduli Pasca Diterbitkan UU No. 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat. (Studi Laporan Keuangan Solo Peduli Tahun 2011-2012)", Skripsi
tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2012.
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kegiatan sosial. Kajian mengenai pendayagunaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat
menjadi pembahasan cukup menarik, hal tersebut dirasa dapat membantu
mengentaskan kemiskinan. Dalam buku yang berjudul “Zakat Dalam
Perekonomian Modern” karangan DR. K.H. Didin Hafidhuddin yang didalamnya
termuat sumber zakat secara terperinci dan urgensi lembaga pengelola zakat.
Dalam buku “Mengelola Zakat Indonesia” karangan Yusuf Wibisono
disebutkan tentang sejarah pengelolaan zakat di Indonesia dan pengelolaan zakat
di Era Kontemporer: Komparasi Internasional. Serta di dalam buku “Zakat
Prespektif Mikro-Makro” karangan Nurul Huda, Yosi Mardoni, Novarini, dan
Citra Permata Sari. Setelah dipaparkan beberapa karya ilmiah berupa skripsi
sebelumnya, berdasarkan sepengetahuan peneliti belum ditemukan karya ilmiyah
yang secara khusus meneliti dan membahas seputar UU No. 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat di LAZISMU Klaten yang memfokuskan terhadap
sistem pendayagunaan LAZISMU Klaten.
G. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research yaitu
mengadakan suatu pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi ke
lapangan atau objek penlitiannya dalam suatu keadaan alamiah29. Penelitian
lapangan terhadap Pendayagunaan zakat di LAZISMU PDM Klaten
relevansinya dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Sumber Data
29 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet.
ke 30, 2012), hlm.26.
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a. Data primer
Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan
pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama
yang dicari.
Data primer dalam penelitian ini meliputi data lapangan yang berkaitan
dengan zakat, yaitu profil LAZISMU PDM Klaten, prosedur pengumpulan
zakat, pengelolaan zakat dan pendayagunaan zakat.
b. Data sekunder
Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain yaitu tidak langsung
diperoleh dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini data sekunder diperoleh
dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer,
diantaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan
dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, data sekunder ini
diperoleh melalui :
1) Wawancara Kepada Mustahik
Yaitu mengadakan tanya jawab dengan mustahik yang pernah
mendapatkan bantuan dana zakat dari LAZISMU PDM Klaten tahun
2016.
2) Dokumentasi Literature
Yaitu mencari data mengenai hal-hal  atau variable yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda
dan sebagainya.
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Ini digunakan untuk pelengkap data primer.30
3. Teknik pengumpulan data
Dalam mengumpulkan data, yang dibutuhkan peneliti menggunakan
beberapa metode, yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar
peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data
yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :
a. Observasi (pengamatan)
Metode observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan
secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan
gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Untuk
dieksplorasi lebih lanjut dalam Penelitian tentang pendayagunaan
zakat di LAZISMU PDM Klaten.
b. Interview
Interview yang lebih dikenal dengan istilah wawancara
adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu
interviewer yang mengajukan pertanyaan dan responden yang
menjawab atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara bertujuan
untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan
menggunakan pertanyaan kepada responden.31 Wawancara ini
dilakukan dengan para pengelola zakat di LAZISMU PDM
Klaten untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan zakat di
30Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, Cet. ke-12, 2002), hlm. 206.
31 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet
ke 30, 2012), hlm.186.
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LAZISMU PDM Klaten serta memperoleh data mengenai
bagaimana pendayagunaan zakat.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang
tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui
dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang
berupa dokumentasi di LAZISMU PDM Klaten. Pada praktek
pengumpulan dan pendistirbusian dana zakat, daftar muzaki dan
mustahik dan laporan lainnya.
4. Teknik analisis data
Setelah data terkumpul, maka untuk menyusun dan menganalisis data
tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Proses analisis
dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai
sumber data, yaitu observasi, interview dan dokumentasi, kemudian
mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan
dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis
sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang
dibahas.
H. Sistematika Penulisan
Dalam pembahasan skripsi dibagi menjadi lima bab. Adapun susunan dari
bab-bab tersebut sebagai berikut:
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Bab pertama pendahuluan bab ini berisi tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan
pustaka (penelitian relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab kedua tinjauan umum pendayagunaan zakat, bab ini berisikan tentang,
pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, hikmah dan manfaat zakat, pendayagunaan zakat,
pendayagunaan zakat produktif menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat.
Bab ketiga pendayagunaan zakat di LAZISMU PDM KLATEN, Bab ini
berisikan kondisi geografis dan demografis Klaten, pengelolaan zakat produktif
LAZISMU PDM Klaten, mustahik zakat menurut LAZISMU PDM Klaten,
mustahik pendayagunaan zakat produktif LAZISMU PDM Klaten.
Bab keempat analisis tentang relevansi pendayagunaan zakat di
LAZISMU PDM KLATEN dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat. Bab ini brisikan pendistribusian zakat produktif dan
pendayagunaan zakat produktif.
Bab kelima penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan
penelitian dan saran-saran kepada lembaga dan masyarakat.
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BAB II
TINJAUAN UMUM PENDAYAGUNAAN ZAKAT
A. Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat
1. Pengertian Zakat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
menyebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwasanya zakat adalah harta yang wajib
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang
berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.1 Zakat secara bahasa berarti
tumbuh, suci, baik, dan berkah. Tumbuh artinya menunjukkan bahwa benda yang
dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan
sendirinya atau dengan diusahakan, lebih-lebih dengan kombinasi antara
keduanya) dan jika benda-benda tersebut telah dizakati maka ia akan lebih tumbuh
dan berkembang biak serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan
pemiliknya (muzaki) dan penerimanya (mustahik).2
Suci artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari
usaha haram, jika telah dizakati akan mensucikan mental muzaki dari akhlaq
jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi Mustahiknya. Baik
artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik
mutunya dan jika itu telah dizakati maka kebaikan mutunya akan meningkat, serta
akan meningkatkan mutu muzaki dan mustahiknya. Berkah artinya menunjukkan
bahwa benda yang telah dizakati adalah benda yang mengandung berkah, (dalam
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5255).
2 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: Remaja Grafindo, 2003), hlm. 76.
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arti potensial) berpotensial meningkatkan perekonomian dan membawa berkah
bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dikeluarkan
zakatnya.3
Sedangkan ditinjau dari segi istilah zakat adalah bagian harta yang wajib
dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu kepada orang
tertentu.4 Syarat tertentu tersebut adalah nisab (jumlah minimum harta yang
dikeluarkan zakatnya). Syarat yang kedua adalah Haul (jangka waktu tertentu
seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya).5 Allah menjadikan harta benda
sebagai sarana kehidupan umat manusia, dan karena itu harus diarahkan guna
kepentingan bersama.
Zakat sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan
kesejahteraan.6 Dengan zakat diharapkan tidak ada ketimpangan sosial antara
yang si miskin dan si kaya. Adapun salah satu dasar hukum tentang kewajiban
mengeluarkan zakat di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:
             
Artinya: “Dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama
dengan orang-orang yang ruku'.” 7 (Al-Baqarah: 43).
Dasar hukum tentang kewajiban mengeluarkan zakat selain dijelaskan
didalam Al-Quran juga dijelaskan dalam hukum positif yang ada di Indonesia
diantarnya:
3 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, …, hlm. 76.
4 M. Daud Ali dan Habibah, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1995), hlm. 241.
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 …, Nomor 5255.
6 Sjechul Hadi Permono, Sumber-Sumber Penggaliaan Zakat, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
Cet.1, 2003), hlm.1.
7Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya:
Mahkota, 2004).
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a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Secara
garis besar berisi tentang ketentuan umum tentang zakat, badan amil zakat
nasional, pengelolaan zakat, pembiayaan, pengawasan, sanksi hingga
larangan dan ketentuan pidana.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan
zakat.
c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta
Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 333 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat.
2. Macam–Macam Zakat
Seperti yang diketahui zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat mal dan zakat
fitrah, zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui lembaga amil
zakat resmi yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik. Muzaki adalah orang
muslim atau badan usaha yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban untuk
menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima
zakat.8
Sedangkan zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan seorang
muslim yang hidup dibulan Ramadhan. Zakat fitrah ditunaikan untuk semua
muslim tidak terkecuali bayi yang baru lahir pada bulan Ramadhan. Dan zakat
8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha
Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1830).
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mal ditunaikan apabila telah mencapai haul dan nisab. Nisab adalah batasan
minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Haul adalah batasan satu tahun
hijriyah atau 12 bulan qomariyah atas kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan
zakat oleh pemilik harta tersebut.9
Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa syarat dan
tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan
syariat Islam. Diperjelas dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
bahwa harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
syariat Islam. Ayat (2) syarat harta zakat mal haruslah milik penuh, halal, cukup
nisab dan haul.10 Syarat haul tidak termasuk dalam zakat pertanian, perikanan,
perkebunan, kehutanan, pendapatan, jasa, dan rikaz. Sedangkan syarat zakat fitrah
adalah Islam, hidup pada bulan ramadhan, memiliki kelebihan kebutuhan pokok
untuk malam dan hari raya idul fitri. Menunaikan zakat fitrah paling cepat
dilaksanakan pada awal bulan ramadhan dan paling lambat sebelum sholat idul
fitri.
Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok yang lazim
digunkan sebgai makanan seharihari oleh masyarakat setempat, dengan berat 2,5
kg dan 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makan pokok yang ditunaikan untuk
berzakat haruslah sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang
dikonsumsi sehari-hari oleh orang yang menunaikan zakat tersebut. Beras atau
makan pokok tersebut dapat diganti dengan uang dengan nilai yang sama dengan
9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha
Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1830).
10 Ibid.
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harga beras 2,5 kg atau 3,5 liter tersebut.11 Zakat mal sebagaimana dijelaskan
meliputi emas, perak, dan logam mulia lainya, uang dan surat berharga lainnya,
perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan,
pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz.
Zakat mal yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 merupakan harta yang
dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha yang dikeluarkan oleh
muzaki melalui lembaga amil zakat resmi untuk disalurkan kepada mustahik.
Menginggat pentingnya lembaga amil zakat resmi di bawah payung hukum
pemerintah yang mempunyai standar dalam menentukan mustahik yang berhak.
Zakat mal untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, jasa, pendapatan dan rikaz,
untuk zakat diatas tersebut dikeluarkan saat sekali panen,  bukan dalam hitungan
satu haul.12 Adapun zakat mal secara keseluruhan meliputi :
a. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai haul dan
nisab. Nisab untuk zakat emas apabila kepemilikan emas dalam satu
tahunnya telah mencapai 85 gram, perak 595 gram, dan logam mulia
lainnya apabila telah mencapai 85 gram emas (disamakan nialinya dengan
emas), dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan 2,5%13 dari emas yang
dimiliki tidak termasuk emas yang dipakai atau dalam artian emas yang
disimpan.
b. Zakat uang dan barang berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas
uang dan surat berharga lainnya yang disetarakan dengan uang yang telah
11Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha
Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1830).
12Ibid.
13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 …, Nomor 1830).
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mencapai nisab dan haul. Nisab untuk uang dan surat berharga adalah
sebesar 85 gram emas dari nilai uang dan surat berharga tersebut dengan
2,5% wajib dikeluarkan zakatnya.14
c. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas hasil perniagaan yang
telah mencapai haul dan nisab. Zakat yang wajib dikeluarkan untuk zakat
perniagaan apabila telah senilai dengan 85 gram emas dari satu haulnya.15
d. Zakat pertanian, perhutanan, dan perkebunan adalah zakat atas hasil
panen dari pertanian, perhutanan, dan perkebunan. Zakat pertanian senilai
635 kg gabah. Kadar zakat pertanian, perhutanan, dan perkebunan adalah
10% untuk yang diari menggunakan tadah hujan dan 5% untuk yang diari
menggunakan irigasi dan perawatan lainnya yang menggunakan tenaga
dan dana.16
e. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat atas hasil peternakan dan
perikanan yang telah mencapai nisab. Yang dimaksud dengan peternakan
adalah hewan ternak yang digembalakan, untuk hewan yang dikurung
dikandang adalah termasuk dalam zakat perniagaan. Zakat peternakan
sendiri dihitung berbeda-beda setiap hewan yang dipelihara. Zakat
perikanan dikategorikan mencapai nisab apabila telah senilai dengan 85
gram emas dalam setiap hasil tangkapan, dengan kadar zakat 2,5%.17
f. Zakat pertambangan adalah zakat atas hasil usaha pertambangan yang
telah mencapai nusab dan haul. Nisab untuk zakat pertambangan apabila
14 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 …, Nomor 1830).
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
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telah senilai dengan 85 gram emas dalam satu haul, dengan kadar zkat
2,5%.
g. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan
yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Nisab
untuk zakat pendapatan 563 kg gabah atau 524 kg beras dengan kadar
2,5% untuk dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan pada saat pendapatan dan
upah jasa diterima.18
h. Zakat rikaz dikeluarkan setiap kali mendapat rikaz, dengan nisab 20%
atau 1/5 dari rikaz yang didapat.19
Semua zakat diatas wajib dikeluarakan zakatnya melalui lembaga amil zakat
resmi agar dapat disalurkan tepat sasaran kepada mustahik yang berhak.
Pentingnaya pengelolaan zakat resmi untuk menjamin kepastian dan disiplin
pembayar zakat dan mencapai efisiensi dan efektivitas tepat sasaran dana zakat
dengan mempertimbangkan skala prioritas mustahik dalam suatu wilayah. Serta
menjaga perasaan mustahik dari perbedaan rendah diri dari perbedaan antara si
kaya dan si miskin dalam penyerahan zakat langsung antara muzaki dan
mustahik.20
3. Hikmah Dan Manfaat Zakat
Zakat merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan sebagai kepedulian sosial
ekonomi terhadap umat. Untuk muzaki, zakat memiliki banyak manfaat dan
hikmah dibaliknya. Diantara hikmah dan manfaat zakat yang pertama adalah,
18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 …, Nomor 1830).
19 Ibid.
20 Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani, 2002),
hlm. 126.
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sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya,
menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,
menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materealistis, menumbuhkan ketenangan
hidup karena sudah menunaikan kewajibanya, sekaligus membersihakan dan
mengembangkan harta yang dimiliki.21
Kedua, dikarena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk
menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah
kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat
memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah
SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki
dan hasad. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para
mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat,
akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan
cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi
miskin dan menderita.22
Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat
hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan
mengundang azab Allah SWT. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-
orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh
waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah.23 Mustahik karena
kesibukannya, tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan
berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
21 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, …, hlm 9.
22 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat …, hlm. 564
23 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, …, hlm 9.
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Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun
prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan,
kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembagan kualitas
sumberdaya manusia muslim.24 Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang
menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin
maupun sabilillah.
Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu
bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari
hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.25
Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah
satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik,
dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan
pendapatan. Menurut Mustaq Ahmad zakat adalah sumber utama kas negara
sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang direcanakan Al-
Quran. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan
pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan
mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif
untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara
praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tanagan
seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT.26
Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang
beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran
24 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, …, hlm 9
25 Ibid., hlm 9.
26 Ibid.
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Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki
harta kekayaan yang disamaping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan
keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki dan munfik. Zakat yang
dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas,
sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.27
B. Pendistribusian Zakat
Zakat wajib dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi di bawah
pengawasan pemerintah terkait. Penghitungan zakat atas kewajiban muzaki dapat
dilakukan sendiri atau meminta lembaga amil untuk menghitungkannya.28
Kemudian zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasar
skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan
kewilayahan.29 Maharifus zakat atau orang yang berhak menerima zakat
(mustahik) dalam syariat Islam yang berhak menerima zakat terbagi menjadi 8
golongan, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Fakir dan Miskin
Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan
yang layak dalam memenuhi kebutuh pokoknya, baik untuk diri sendiri
maupun tanggungjawabnya. Sedangkan miskin adalah orang yang
mempunyai harta dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi
27 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, …, hlm 11.
28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5255).
29 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 …, Nomor 1830.
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tanggungjawabnya, akan tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Dari definisi
tersebut dapat disimpulakn bahwa yang berhak atas zakat adalah fakir miskin
dari tiga golongan, antara lain :
1) Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali.
2) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri
dan keluarganya, yaitu pengahasilannya hanya memenuhi setengah
dari kebutuhannya.
3) Mereka yang punya harta atau usaha yang dapat mencukupi
kebutuhannya dan tanggungjawabnya namun hanya setengah dari
kebutuhannya.30
b. Amil
Amil adalah orang atau lembaga yang melaksanakan segala kegiatan
urusan zakat, mulai dari  penggumpul sampai dengan bendahara, penjaganya,
pencatat dan penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan yang
membagi kepada para mustahiknya.31 Amil berhak mendapat bagian dari
zakat sebagai imbalan dan hanya diambilkan dari dana zakat bukan dari dana
yang lain.
Amil merupakan unsur penting dalam zakat yang bertugas melakukan
sensus terhadap calon muzaki dan zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki
tersebut. Kemudian mencari tau tentang mustahik yang berhak, juga besar
jumlah dana yang harus disalurkan kepada tiap-tiap mustahik, dengan
mempertimbangkan kebutuhan mustahik.
30 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta, Litera Antaranusa, 2007), hlm. 514.
31 Ibid., hlm. 546.
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c. Muallaf
Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau
keyakinannya dapat bertambah terhadap agama Islam, atau terhalangnya
niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya
kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari
musuh. Golongan muallaf diantaranya adalah sebgai berikut32 :
1) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman
kelompok serta keluarganya.
2) Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, dengan
harapan zakat akan mencegah upaya kejahatannya.
3) Mereka yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi zakat agar
semakin mantap hatinya terhadap agama Islam.
4) Pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat yang beragama Islam
yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.
5) Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di
kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah.
6) Kaum muslimin yang bertempat tinggal di perbatasan daerah
yang dekat dengan musuh.
7) Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk memerangi kaum
yang enggan mengeluarkan zakat, kecuali dengan paksaan.
32 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta, Litera Antaranusa, 2007), hlm. 564-566.
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d. Riqab
Riqab adalah membebasakan budak belian (hamba sahaya) yang
artinya sama dengan menghilangkan atau melepasakan belenggu yang
mengikatnya, menjadikannya orang yang merdeka. Dana zakatnya tidak
diberikan kepada budak, melainkan dipergunakan untuk keperluan
pembebasannya. Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal, antara
lain :
1) Menolong hamba yang sudah melakukan perjanjian dengan
majikannya, bahwa jika ia bisa menghasilkan harta tertentu
dengan nilai dan ukuran tertentu, maka ia dapat dibebaskan.
2) Seseorang atau pemerintah membeli seorang budak dari harta
zakat untuk membebaskannya.33
e. Gharimin
Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang, namun tidak
memiliki harta yang cukup untuk membayarkan hutangnya. Gharimin
dibagi menjadi dua diantaranya adalah :
1) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri. Seperti
untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan,
mengobati orang sakit, mendirikan rumah, membeli prabotan,
mengawinkan anak atau menganti barang yang rusak atas
kelalaiannya.
33 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta : Litera Antarnusa, 2007), hlm 587.
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2) Mereka yang mendapat berbagai macam bencana hidup dan
mengalami musibah di dalam hartanya, sehingga mempunyai
kebutuhan yang mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan
keluarganya.34
f. Sabilillah
Sabilillah adalah orang yang berada dijalan Allah atau segala amal
perbuatan yang menunjukkan takarrub dan ketakwaan kepada Allah. Termasuk
mereka yang berjuang secara intelektual.
g. Ibnu Sabil
Ibnu Sabil adalah musafir yang mendapat musibah dalam bekalnya,
atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas
hartanya, atau ia samasekali tidak memiliki apa-apa. Mengutip pendapat
Imam Syafi'i dalam buku Hukum Zakat karangan Yusuf Qardawi, Ibnu
Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang
bermaksud melakukan perjalanann yang tidak mempunyai bekal, keduanya
diberi untuk memenuhi kebutuhan, karena orang yang bepergian bukan
untuk bermaksiat adalah menyerupai orang yang bepergian kehabisan
bekal.35
C. Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan berasal dari kata "guna" dalam bahasa Arab adalah Al-
Itstitsmar yang berasal dari kata Istitsmara-yastatsmiru yang berarti menggapai
34 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, …, hlm. 655.
35 Ibid., hlm. 595.
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suatu hasil. Kata Itstitsmara Al-Maal tsammarahu, artinya adalah
mempergunakan harta (maal) tersebut untuk memperoleh keuntungan. Secara
istilah kata guna adalah mempergunakan harta benda untuk menciptakan sesuatu,
baik secara langsung dengan membeli alat produksi, maupun secara tidak
langsung seperti pemberian dana modal usaha .36 Sedangkan pendayagunaan zakat
adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai
dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemasalahatan umat,
dan dapat mengubah mustahik menjadi muzaki.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendayagunaan berasal dari kata
"guna" yang berarti banyak kebaikan atau manfaat. Sedangkan arti
pendayagunaan sendiri adalah suatu upaya mendatangkan hasil dan manfaat yang
lebih besar dan lebih baik.37 Zakat untuk usaha produktif adalah pendayagunaan
zakat harus dapat memberikan dampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi
maupun sosial. Secara ekonomi mustahik dapat memenuhi kebutuhan
ekonominya secara layak sedangkan secara sosial mustahik dituntut agar dapat
hidup sejajar dengan masyarakat lain. Dana zakat yang diberikan harus dapat
mengantarkan mustahik bertahan dalam jangka panjang untuk memperdayakan
mustahik sampai kepada pengembangan usaha. Maka pendayagunaan harus
diutamakan karena akan memandirikan mustahik sehingga tidak bergantung
kepada amil.38
36 http://pendayagunaanlembagaamilzakat.org.com diakses 1 Mei 2017.
37 http://KBBI.web.id diakses 1 Juni 2017.
38 Muhammad dan Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan
Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 127.
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Pendayagunaan berbentuk inovasi dalam mendistribusikan zakat
dikategorikan kedalam empat golongan, diantaranya:
a. Konsumtif Tradisional
Bahwa zakat dibagikan kepada mustahil dengan cara langsung untuk
kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek
dalam mengatasi permasalahan umat.39 Seperti pembagian zakat berupa beras
dan uang tunai yang secara langsung diberikan kepada mustahik yang
membutuhkan.
b. Konsumtif Kreatif
Dalam pola ini bahwasanya zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang
konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi
permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. 40 Bantuan tersebut berupa
alat sekolah, bantaun sarana prasarana ibadah, maupun alat pertanian.
c. Produktif Konvensional
Bahwa zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif,
dimana dengan menggunakan barang tersebut mustahik dapat menciptakan
suatu usaha.41 Seperti pemberian bantuan kambing ternak, sapi perahan dan
mesin jahit.
39 Muhammad dan Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan
Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 103.
40 Ibid., hlm. 103
41 Ibid., hlm. 104.
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d. Produktif Kreatif
Dalam pola ini zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal
bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial.42 Seperti membangun sekolah,
sarana kesahatan atau tempat ibadah, maupun modal usaha untuk membatu
atau pengembangan usaha para pedagang dan pengusaha kecil.
Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial
ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak hanya diprioritaskan
untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat
dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat. Pertama pendekatan
parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung didistribusikan kepada
fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi
mustahik yang mendesak untuk mendapatkan pertolongan dan lebih bersifat
konsumtif.
Kedua pendekatan struktural dalam hal pendistribusian menitik beratkan
pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara
memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan,
dengan harapan dapan meningkatkan kwalitas umat. Pendekatan struktural
mengharuskan amil untuk mengidentifikasi sebab-sebab kelemahan ekonomi yang
dialami mustahik, apakah itu dikarenakan kelemahan dari segi modal usaha atau
kelemahan dari segi kemampuan usaha.43
42 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang : UIN Malang Press,
2008), hlm. 134
43 Muhammad dan Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan
Ekonomi Umat, …, hlm. 103-104.
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D. Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat
Pendayagunaan zakat menurut Sjechul Hadi Permono adalah segala sesuatu
yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam pemanfaatan hasil pengumpulan
zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna,
serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan
memiliki manfaat ekonomi sesuai dengan tujuan dari zakat.44
Pendayagunaan zakat produktif diataur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB III Pendayagunaan Pasal 27.
(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
(2) Pendayagunaaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah
terpenuhi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha
produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.45
Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan
zakat merupakan bentuk harapan bagi mustahik agar menjadi mandiri yang
bertahan dalam jangka panjang dan zakat dapat dikelola mustahik secara produktif
dengan harapan yang lebih besar lagi yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki.
Usaha produktif merupakan dana zakat yang dijadikan modal usaha bagi mustahik
agar dapat dikembangkan sehingga bermanfat. Pendayagunaan zakat untuk
kebutuhan produktif dapat direalisasikan LAZ / BAZ apabila kebutuhan dasar
mustahik telah terpenuhi.
44 Sjechul hadi permono, pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional
(Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 42.
45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
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Diperjelas dalam Peraturan Menteri Agama Rebulik Indonesia Nomor 52
Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat
Fitrah  Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 33 bahwasannya
pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan memperhatikan
syarat yang pertama, bahwa zakat produktif dapat diserahkan kepada mustahik
yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi.46 Kebutuhan dasar manusia diantaranya
pangan atau makanan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia, seperti
sembilan bahan pokok atau makanan pokok.47 Papan atau tempat tinggal dan
sandang atau pakaian.
Peningkatan kualitas umat menuju kesejahteraan menurut pandangan Jaih
Mubarok adalah orang yang tercukupi pangan, pakaian dan rumah nyaman, serta
terpelihara kesejahteraannya, anak-anaknya mendapat pendidikan yang layak.
Selain itu kesejahteraan juga mencakup perasaan yaitu perlakuan adil dalam
kehidupan.48
Kedua, memenuhi ketentuan syariat Islam.49 Dijelaskan dalam firman Allah
surah At-taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat adalah 8 orang yang
dijelaskan dalam ayat At-Taubah 60.
              
             
 
46 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 …, Nomor 1830.
47 Hariwijaya Soewandi,,Ilmu Alamiyah Dasar, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 211.
48 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung, Sambiosa Rekatama, 2008), hlm. 23.
49 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 …, Nomor 1830.
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Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk
jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah : 60)50
Ketiga, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik51 sehingga
nantinya dapat mandiri dengan dana yang berkembang dan dapat mengantarkan
mustahik menjadi muzaki tentunya.
Keempat, untuk memudahkan pendampingan dan pengarahan oleh
pengelola zakat, maka pemerintah menetapkan bahwa mustahik harus berdomisili
diwilayah kerja lembaga pengelola zakat.52 Dalam rangka mendukung
pelaksanaan program pemberdayagunaan yang terencana, maka dapat dilakukan
pendampingan. Namun adakalanya pendampingan tidak perlu dilakukan karena
penerima dana zakat produktif termasuk kedalam kategori tamban modal usaha
untuk mustahik. Dimana dana zakat yang diberikan bukan untuk memulai usaha
namun untuk memberi rangsangan usaha yang mungkin dalam masalah
kekurangan dana.
Pengkajian perlu tidaknya pendampingan harus berdasarkan atas
pengenalan mustahik lebih dalam, yang perlu dilakukan lembaga amil zakat.
Tahap pendampingan menurut Noor Aflah dalam bukunya Arsitektur Zakat
Indonesia dibagi menjadi empat tahapan diantaranya:
1) Tahap perintisan dan penumbuhan
50 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya:
Mahkota, 2004).
51 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 …, Nomor 1830.
52 Ibid.
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Dalam tahap ini, terjadi proses menumbuhkan rasa saling percaya
antar musahiq dengan lembaga. Serta membangun konsensus atau
komitmen bersama yang diharapkan mendapat dorongan terjadinya
kesadaran pentingnya berswadaya.53
2) Tahap penguatan
Penguatan disini diartikan sebagai penguatan usaha mustahik yang
meliputi manajemen usaha dan manajemen organisasi. Perlunya
manajemen usaha untuk mengatur, mengontrol segala bentuk usaha
dan organisasi agar sejalan dengan rencana.54
3) Tahap pengembangan jaringan dan permodalan
Dalam tahapan ini mustahik dituntut untuk menjaga usahanya agar
tetap berjalan. Dengan membangun akses pelayanan keuangan dengan
lembaga keuangan.55
4) Tahap pemandirian
Pendampingan tahap ini mewajibkan mustahik agar memiliki
keterampilan dan kemampuan untuk memastikan usaha tetap stabil.
Keempat tahapan tersebut dapat diterapkan kepada lembaga sosial
yang berorientasi untuk membantu masyarakat penerima zakat
produktif.56
Pendayagunaan zakat tidak terlpas dari syarat-syarat yang mengikatnya.
Diperjelas dalam Peraturan Menteri Agama Rebulik Indonesia Nomor 52 Tahun
53 Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia, (Jakarta, UI Perss, 2009), hlm. 176.
54 Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia, (Jakarta, UI Perss, 2009), hlm. 177.
55 Ibid.
56 Ibid.
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2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta
Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 34, bahwasannya penerima
manfaat zakat produktif merupakan perorangan atau kelompok usaha yang
memenuhi kriteria mustahik. Serta mendapat pendampingan dari amil zakat yang
berada di wilayah domisili mustahik.57 Kriteria ini merupakan upaya pemerintah
dalam mengentasakan ketidakberdayaan masyarakat ekonomi lemah menuju
kesejahteraan.
Dengan pendampingan diharapkan mustahik akan dibekali dengan
kemampuan mengelola dana zakat yang disalurkan semakin memudahkan
interaksi antara mustahik dan lembaga amil apabila dilakukan dalam satu wilayah.
Dana zakat akan lebih terkelola dengan baik dan pendistribusian lebih efisien,
karena didayagunakan terpusat di satu wilayah. Dengan demikian akan
memudahkan lembaga zakat dalam mengelola pendayagunaan zakat produktifnya.
57 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 …, Nomor 1830.
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BAB III
DESKRIPSI LAZISMU PDM KLATEN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT
PRODUKTIF
A. Gambaran Umum LAZISMU PDM Klaten
1. Kondisi Geografis Dan Demografis Kabupaten Klaten
Kabupaten Klaten terletak diantara koordinat 7032'19'' Lintang Selatan
110026'14'' Bujur Timur 110047'51'' Bujur Timur. Dengan luas wilayah yang
mencapai 655,56 km2.1 Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Sukoharjo. Sebelah selatan  berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, di
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman serta Magelang dan di
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.
Ketinggian daerah Klaten sekitar 3,72% terletak di antara ketinggian 0-
100 meter di atas permukaan laut. Sebanyak 83,52% terletak d iantara
ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut. Sisanya 12,76% terletak di
antara ketinggian 500-2500 meter di atas permukaan laut. Keadaan iklim
Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau
silih berganti sepanjang tahun, dengan temperatur udara rata-rata 280-300
Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 milimeter setiap
bulannya, dengan intensitas curah hujan tertinggi pada bulan Januari (350
milimeter) dan curah hujan terrendah bulan Juli (8 milimeter).2
Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) macam jenis tanah:
1 http://klatenkab.bps.go.id/tabelstatistikview. Diakses pada 13 Juni 2017.
2 Ibid.
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1) Litosol : bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat didaerah
Kecamatan Bayat.
2) Regosol Kelabu : bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat
di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum,
Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan,
Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karangnom
Tulung dan Jatinom.
3) Grumusol Klabu Tua : bahan induk berupa abu dan pasir vulkan
intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
4) Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua : bahan induk berupa batu
apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes
sebelah selatan.
5) Regosol Coklat Kekelabuan : bahan induk berupa abu dan pasir vulkan
intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo,
Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, dan Wedi.3
Secara demografis Kabupaten Klaten terdiri atas 26 Kecamatan yang
terbagi atas 391 desa dan 10 kelurahan. Ibukota Kabupaten Klaten, terdiri atas
tiga Kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan.
Populasi penduduk 1.158.795 jiwa dengan kepadatan 1.717/km2 dengan
jumlah perempuan 590,015 jiwa dan laki-laki 568,780 jiwa.4 Dengan total
umat Muslim 1.079.992 jiwa, Katolik 37.840 jiwa, Protestan 33.835 jiwa,
3 http://klatenkab.bps.go.id/tabelstatistikview. Diakses pada 13 Juni 2017.
4 Ibid.
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Hindu 6.662 jiwa, dan budha 466.00 jiwa.5 Jumlah umat Muslim di
Kabupaten Klaten yang tinggi diharapkan akan berbanding lurus dengan
jumlah dana zakat yang diperoleh setiap tahunnya.
2. Sejarah Berdirinya LAZISMU PDM Klaten
Pada mulanya gerakan zakat LAZISMU  hanya terbatas dikalangan
warga Muhammadiyah saja. Namun, dalam perkembangannya banyak
simpatisan Muhammadiyah yang turut menyerahkan zakat awalnya melalui
LAZISMU. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor.
Pertama, fakta Indonesia yang berada ditengah kemiskinan yang masih
meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah.
Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang
lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong
keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan
kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia
memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi.6
LAZISMU ada semenjak Muktamar Muhammadiyah ke-40 di
Surabaya pada tahun 1978, pada awalnya bernama Badan Pelaksana Urusan
Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM). Kemuadian pada 15 Juni 2006
Pimpinan Pusat mensosialisasikan perubahan nama pada Mukatamar ke-45
yang semula bernama BAPERLURZAM diganti dengan LAZISMUH.
5 http://klatenkab.bps.go.id/tabelstatistikview. Diakses pada 13 Juni 2017.
6 LAZISMU PDM Klaten, Laporan Sejarah Perkembangan Dan Perodisasi
Kepengurusan Serta Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah, (Klaten : 2016), hlm 2.
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Pergantian nama berlanjut pada Muktamar ke-46 hingga sekarang yang mana
LAZISMUH berganti nama menjadi LAZISMU (tanpa H) hingga sekarang.7
Kemudian pada tahun 2016 atas kebijakan terbaru yang dikeluarkan
oleh Menteri Agama Repblik Indonesia nomor 333 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. LAZISMU
Pusat mengajukan permohonan SK baru, yang akhirnya disetujui dan
mendapat SK baru dengan nomor 730 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin
Kepada LAZIS Muhammadiyah Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala
Nasional.
LAZISMU PDM Klaten didirikan seiring dengan berdirinya
LAZISMU Pusat, yang mana lembaga zakat ini berkhidmat dalam
pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana
zakat, infaq, waqaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan,
lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. LAZISMU didirikan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 21 November 2002
berdasarkan SK No. 457 Tahun 2002, yang selanjutnya diiringi oleh
terbentuknya LAZISMU PDM Klaten yang status hukumnya diperoleh secara
otomatis karena kedudukan LAZISMU PDM Klaten berada di bawah
LAZISMU Pusat. LAZISMU PDM Klaten sampai saat ini masih berada satu
gedung dengan Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten.
Terletak di Jl. Wijaya Kusuma No. 8, Klaten, Klaten Tenggah, Kabupaten
Klaten, Jawa Tenggah (57423).
7 LAZISMU PDM Klaten, Laporan Sejarah Perkembangan Dan Perodisasi
Kepengurusan Serta Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah, (Klaten : 2016), hlm 3.
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3. Struktur Organisasi LAZISMU PDM Klaten
Susunan Personalia Anggota Pimpinan LAZISMU PDM Klaten periode
Muktamar 47 berdasarkan Surat Putusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Klaten Nomor : 044/KEP/III.0/B/2016 Tanggal 16 Ramadhan
1437 H / 21 Juni 2016 M adalah sebagai berikut ini:
Ketua :  H. Yusuf Ismanto
Wakil Ketua : H. Anto Nugroho, ST
Sekretaris : H. Sardiyono, S.Pd
Wakil Sekretaris : Drs. H. Haryadi
Bendahara : Drs. H. Sahlan Sanusi
Wakil Bendahara : H. Samuji, B.Sc
Bidang Pengumpulan : Drs. H. Asmuni Dawud
: Muhammad Husen, S.Ag
: M. Syarif Usman
Bidang Pemberdayaan Organisasi : Sriyono, M.Pd
Bidang Tasharuf : Drs. H. Sriyono
: Drs. H. Panut Raharjo
: Dimas
Pengelola : Fita Purnawati Sari, Amd.
: Wahyudi
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B. Pengelolaan Zakat Produktif LAZISMU PDM Klaten
1. Pengumpulan Zakat
Sosialisasi dianggap cara yang paling mudah untuk memberikan
pengarahan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana di dalamnya termuat aturan
mengenai kewajiban masyarakat menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil
Zakat / Lembaga Amil Zakat.
Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat
melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat
tanpa izin pejabat yang berwenang8
Sosialisasi dilaksanakan LAZISMU PDM Klaten pada bulan Rajab,
Sya'ban, melalui pengajian rutin, khutbah (jum'at secara insidental), arisan,
pengajian bulan Ramadhan, pengajian Ta'jilan sebelum / sesudah berbuka
puasa dan disegala kesempatan yang memungkinkan. LAZISMU PDM
Klaten dan petugas operasional harus memberi tuntutan sejelas-jelasnya
tentang cara menghitung zakat agar mendapat hasil yang tepat. Sosialisasi
dilakukan oleh para muballigh-muballighat Muhammadiyah, ustadz dan amil
yang diberi mandat.9 Sosialisasi akan lebih berhasil dengan melibatkan
pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat berbagai golongan. Tentunya
mereka terlebih dahulu harus memahami tuntunan zakat dengan dinamika
yang berkembang dan seluk beluknya.
8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
9 LAZISMU PDM Klaten, Laporan Sejarah Perkembangan Dan Perodisasi
Kepengurusan Serta Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah, (Klaten : 2016), hlm 3.
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Pada masa sosialisasi ini pula, LAZISMU PDM Klaten mendata calon
muzaki dalam daftar calon observasi maupun informasi dari warga
Muhammadiyah setempat. Bersamaan dengan sosialisasi, pada bulan
Ramadhan akhir, LAZISMU PDM Klaten menarik zakat fitrah dan
membagikan kepada yang berhak. Efektif pelaksanaan menarik dan
mendistribusikan zakat fitrah pada tanggal 28, 29, dan 30 Ramadhan
(Menyesuaikan waktu sholat Idul Fitri).
Setelah LAZISMU PDM Klaten melaporkan kegiatan zakat fitri, segera
melakukan penarikan atau pemungutan zakat amwal. Amil LAZISMU PDM
Klaten tidak menunggu jawaban dari muzaki atas surat edaran yang telah
disampaikan sebelumnya. Amil bertanggung jawab untuk mendatangi / door
to door ke muzaki. Demikian halnya juga bagi muzaki, tidak perlu
mengundang balik amil. Bila sampai akhir Syawal, zakat amwaal belum
dipungut juga, muzaki dapat menyerahkan ke amil.10
Pada saat penarikan, muzaki juga menyerahkan usulan daftar mustahik
yang diharapkan (secara pribadi) dapat menerima zakat amwa>lnya.
LAZISMU PDM Klaten memberikan hak dan kewenangan kepada muzaki
untuk turut menentukan mustahik yang akan menerima zakatnya.11 Dan
biasanya mustahik ini adalah kelompok fakir miskin yang berada di
lingkungan sekitar muzaki. Metode ini dilakukan oleh LAZISMU PDM
Klaten guna membantu mempermudah amilin zakat menentukan mustahik.
10 LAZISMU PDM Klaten, Laporan Sejarah Perkembangan Dan Perodisasi
Kepengurusan Serta Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah, (Klaten : 2016), hlm 3.
11 Fita Purnawati Sari, Amd. Pengelola Zakat LAZISMU PDM Klaten, Wawancara
Pribadi, 16 Juni 2017, pukul 10-11.30.
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Namun usulan dari muzaki tersebut tidak bersifat mutlak dan mengikat
karena penyaluran zakat oleh LAZISMU PDM Klaten juga melalui
musyawarah.
2. Pendistribusian Zakat
Setelah pengumpulan zakat dilakukan, sesuai dengan Al-Quran surat At-
Taubah ayat 60 zakat didistribusikan kepada delapan asnaf. Sebelum
mendistribusikan hasil zakatnya, LAZISMU mengadakan rapat atau
musyawarah pleno yang terdiri dari tiga unsur yaitu personalia LAZISMU
PDM Klaten, pimpinan persyarikatan dan ulama atau tokoh masyarakat.
Tujuan dari musyawarah ini adalah menentukan mustahik, proporsi untuk
persyarikatan dan amil.12 Adapun ketentuannya sebagai berikut:
a. Hak kelola hasil penarikan zakat oleh amil PDM atau Pimpimpinan
Daerah Muhammadiyah, PWM atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah,
dan PP atau Pimpinan Pusat adalah 15% dari seluruh penarikan dalam
satu PCM yang harus dikirim melalui PDM. Selanjutnya LAZISMU PDM
akan membagi dengan ketentuan 10% untuk PDM, 3% untuk PWM, dan
2% untuk PP. Ketentuan ini berlaku tetap dan tidak bisa dirubah oleh
kemufakatan tingkat Cabang.13
b. Hak kelola yang dimiliki oleh LAZISMU Cabang adalah 85%. Untuk
memudahkan tasharrufnya dibulatkan menjadi 100%.
12 Fita Purnawati Sari, Amd. Pengelola Zakat LAZISMU PDM Klaten, Wawancara
Pribadi, 16 Juni 2017, pukul 10-11.30.
13 LAZISMU PDM Klaten, Laporan Sejarah Perkembangan Dan Perodisasi
Kepengurusan Serta Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah, (Klaten : 2016), hlm 4.
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c. Hasil kelola yang dimiliki LAZISMU Cabang dibagikan kepada 8
kelompok sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Untuk memudahkan
distribusi, mustahik dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu:
1. Kelompok Dhuafa
a) Fuqara
b) Masakin
c) Gharimin (orang yang terlilit hutang)
d) Riqab (untuk memerdekakan budak)
e) Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabian
bekal)
2. Kelompok sabilillah
a) Amilin
b) Mu'allaf
c) Fii sabilillah (untuk jalan Allah)
d. Dalam situasi dan kondisi sosial ekonomi normal, kedua kelompok besar
dianggap seimbang, sama-sama penting, tidak ada yang lebih atau kurang.
Karena itu masing-masing memperoleh 50%. Namun bila kondisi darudat
seperti bencana alam. Maka kebijakan untuk kelompok dhuafa 90% dan
kelompok sabilillah 10%. Sebaliknya bila untuk menyelamatkan tanah
mengahdapi salibiyah, maka sabilillah 80% dan dhuafa 20%.14
e. Bagian 50% kelompok sabilillah di atas dipergunakan untuk amil 10%
(sebagai ganti operasional LAZISMU Cabang bidang administrasi,
14 Fita Purnawati Sari, Amd. Pengelola Zakat LAZISMU PDM Klaten, Wawancara
Pribadi, 16 Juni 2017, pukul 10-11.30.
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akomodasi, konsumsi, sewa ongkos atau upah, honorium amil, dsb yang
rasional). Sisa 40% diberikan kepada muallaf dan sabilillah yang
keseluruhannya dikelola oleh PCM.15
f. Untuk kelompok dhuafa disesuaikan dengan tujuan pemerataan dan
kesejahteraan sosial, maka tasharrufnya diatur sebagai berikut:
a) Bila kondisi ekonomi normal, maka dhuafa konsumtif 30% dan untuk
dhuafa produktif 70%.
b) Bila keadaan darurat, untuk dhuafa konsumtif 70% dan untuk dhuafa
produktif 30%
c) Dalam kondisi normal dan mungkin tuntutan muzaki, untuk dhuafa
konsumtif maksimal 50%.
d) Tasharuf bagi dhuafa konsumtif yang diberikan langsung kepada fakir
miskin konsumtif adalah uang atau bahan makanan.
e) Tasharuf bagi dhuafa produktif yang diberikan kepada fakir miskin
produktif adalah uang modal kerja atau alat produksi sesuai dengan
keahliannya. Pemberian uang modal ini menggunakan model
revolving fund (dana bergulir tanpa bunga) berjangka waktu 12 bulan.
Pembayaran dimuali pada bulan ketiga (10 kali pembayaran) hingga
lunas. Setelah lunas, dana ini kemudian diberikan kepada dhuafa lain
dan kemudian seterusnya. Setelah masa kerja LAZISMU setelah pada
bulan Dzulhijah maka segala urusan terkait dengan modal kerja
tersebut diserahkan pengelolaannya kepada Majelis atau Bagian
15 LAZISMU PDM Klaten, Laporan Sejarah Perkembangan Dan Perodisasi
Kepengurusan Serta Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah, (Klaten : 2016), hlm 3.
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Ekonomi. Seluruh mekanisme ini berlaku untuk semua tingkatan
LAZISMU di PDM, PWM, dan PP Muhammadiyah.16
3. Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan zakat LAZISMU PDM Klaten di saZakat diberikan
dalam bentuk bantuan berjangka untuk mustahik yang produktif dan
mempunyai potensi untuk diberdayakan. Untuk meningkatkan kemampuan
dan keterampilan maupun untuk modal usaha wirausaha. Dengan program
pendayagunaan ini diharapkan mendorong kelompok sasaran untuk dapat
menolong dirinya berdiri sendiri menuju kemandirian, meningkatkan
pendapatan kelompok sasaran agar kesejahteraan hidupnya semakin
meningkat. Dilakukan pembinaan yang berkelanjutan agar kelompok sasaran
terus berkembang secara berkesinambungan.
Pendayagunaan zakar juga diberikan kepada mereka yang berpotensi
untuk dikembangkan keterampilannya dalam bentuk kursus keterampilan.
Bagi yang berpotensi dalam berwirausaha maka dana zakat diberikan untuk
membantu mewujudkan potensinya dalam bentuk modal usaha. Serta bagi
mereka yang berpotensi untuk menjadi pekerja tetapi tidak memperoleh
lapangan pekerjaan, maka dana zakata dapat digunkan untuk
mengembangkan usaha yang telah berjalan. Agar dapat memberikan
memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih menganggur.17
16 LAZISMU PDM Klaten, Laporan Sejarah Perkembangan Dan Periodisasi
Kepengurusan Serta Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah, (Klaten : 2016), hlm 5.
17 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, (Jakarta; Suara Muhammadiyah,
2014), hlm. 69.
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C. Mustahik Menurut LAZISMU PDM Klaten.
1. Fakir Dan Miskin
Fakir dan miskin adalah mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi.
mereka dari golongan:
a. Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali, sehingga
tidak mempu mencukupi kebutuhannya.
b. Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi hasilnya tidak mampu
untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.
c. Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi hanya mampu untuk
memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan keluarganya, namun
bukan untuk seluruh kebutuhannya.18
Fakir miskin terbagi menjadi dua diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya
dapat mencukupin dirinya sendiri dan keluarganya, seperti pedagang,
petani, tukang, buruh pabrik, dan lain-lain, akan tetapi modal dan
sarana prasarana kurang memadai, sehingga hasilnya kurang
memenuhi kebutuhannya. Maka mereka berhak diberikan bantuan
modal usaha sehingga memungkinnya mencari nafkah yang hasilnya
dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak untuk selamanya.19
b. Fakir miskin yang secra fisik dan mental tidak mampu bekerja dan
mencari nafkah seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak
18 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, (Jakarta; Suara Muhammadiyah,
2014), hlm. 51.
19 Ibid., hlm. 52.
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(terlantar), dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan zakat sampai
berkecukupan. Bisa juga dengan memberikan bantuan modal yang
diusahakan oleh orang lain (syirkah mudharabah), dan berhasil
syirkahnya memungkinkan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya
secara layak.20
2. Amil zakat
Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang
(penguasa), badan perkumpulan atau organisasi pengelola zakat, untuk
mengelola zakat secara professional. Tugas amil zakat adalah sebagai berikut:
a. Bagian Penghimpunan Zakat
Antara lain melakukan pendataan terhadap para wajib zakat
(muzaki), jenis harta yang dimilikinya, dan besar harta wajib dizakati.
Juga melakukan ajakan berzakar kepada masyarakat kemudian melayani
para wajib zakat, menyimpan dan menjaganya untuk diserahkan kepada
bagian pengelola dana zakat.21
b. Bagian Pengelola (Keuangan)
Antara lain dengan menempatkan dana zakat, infak dan shadaqah
ke tempat yang aman, misalnya bank. Juga mengelola keuangan zakat
dengan melakukan pencatatan dan pelaporan dari setiap transaksi yang
20 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, (Jakarta; Suara Muhammadiyah,
2014), hlm. 51
21 Ibid., hlm. 53.
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telah dilakukan, baik pemasukan maupun pengeluaran dengan benar dan
benar.
c. Bagian Pendayagunaan Zakat
Antara lain dengan memilih cara yang tepat untuk mengetahui para
penerima zakat (identifikasi mustahik) dan mengklarifikasinya untuk
memutuskan apakah mereka layak menerima atau tidak sesuai dengan
hak-hak mereka. Juga membuat skala prioritas dan menyesuaikan
program pendayagunaan zakat sesuai dengan jumlah zakat, infaq dan
shadaqah yang terhimpun sehingga memungkinkan pendayagunaan zakat
menjadi optimal.22
Dimana Syarat-syarat amil zakat menurut LAZISMU adalah sebagai
berikut:
a. Muslim yang jujur dan amanah
b. Mukallaf
c. Memahami hukum zakat
d. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
d. Bagian amil zakat23
Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, bagian amil maksimal adalah 1/8
(seperdelapan) atau 12,5 %. Dan itu dilakukan jika dana zakat yang terhimpun
dibagi rata dengan semua asnaf yang lain bagian amil tidak hanya diperuntukan
22 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat, …, hlm. 55.
23 Ibid., hlm. 51.
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gaji, tetapi juga untuk biaya operasional lembaga atau badan amil zakat tersebut.
Amil, karena profesinya berhak mendapatkan upah (gaji) sesuai dengan
pekerjaannya diambilkan dari bagiannya itu, tidak terlalu kecil dan tidak berlebih.
3. Golongan Muallaf
Golongan muallaf antara lain adalah mereka yang diharapkan
kecenderungan hati atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam,
atau orang yang baru memeluk Islam, tetapi secara mental dan fisik
teraniyaya karena perlakuan keluarganya atau terhalangnya niat jahat
mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka
dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.24 Macam-
macam golongan muallaf diantaranya adalah:
a. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok
serta keluarganya.
b. Golongan orang yang dikhawatirkan kejahatannya mereka mendapat
bagian zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
c. Golongan yang baru masuk Islam.
d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan
banyak mempunyai sahabat-sahabat kafir.
e. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang berpengaruh dikalangan
masyarakat, akan tetapi imannya masih lemah.
f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal dikantor-kantor orang kafir,
atau didaerah perbatasan dengan muslim.
24 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, ….hlm. 56.
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g. Kaum muslimin yang sangat membutuhkan untuk mengurus zakat
orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan
(deep colektor).25
4. Riqab
Riqab artinya budak belian (hamba sahaya) untuk membebaskannya
dari perbudakan agar menjadi orang yang merdeka, diperlukan dana yang bias
diambil dari dana zakat.26 Cara pembebasan budak antara lain:
a. Membantu budak mukattap, yakni budak yang telah melakukan
perjanjian dan kesepakatan dengan keluarnya, bahwa bila ia sanggup
menghasilkan harta dengan jumlah tertentu, maka bebasalah ia dari
perbudakan.
b. Membeli budak untuk dimerdekakan, atau menambah keuangan dari
seseorang yang hendak membeli budak untuk dibebaskan.
c. Melakukan advokasi terhadap mereka yang menjadi korban
perbudakan walaupun dalam konteks masyarakat sekarang sulit
mencari orang yang betul-betul menjadi budak.
Dana untuk memerdekakan budak tidak diberikan untuk budak yang
bersangkutan, tetapi dipergunakan untuk keperluan pembebasannya. Jumlah
harta zakat yang dialokasikan untuk riqab ini sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas.
25 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, (Jakarta; Suara Muhammadiyah,
2014), hlm. 57.
26 Ibid., hlm. 58.
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5. Orang Yang Berhutang (Gharimin)
Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang namun tidak
memiliki harta yang cukup untuk membayar hutangnya. Orang berhutang itu
ada dua macam diantaranya adalah:
a. Orang yang berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak,
seperti untuk berobat, pailit, mebayar denda, menebus ijazah / rapot,
dan ia tidak menemukan cara lain kecuali berhutang kemudian ia
kesulitan untuk membayarnya.
b. Orang yang berhutang karena kefakirannya dan tidak memiliki cara
apapun untuk melunasinya sesuai dengan batas waktu yang tekah
ditentukan.27
Menurut LAZISMU Terdapat syarat-syarat seseorang dikatakan
gharimin diantaranya adalah:
a. Gharimin yang mempunyai kebutuhan untuk mendapat harta yang
dapat melunasi hutang-hutangnya. Sedang, apabila ia kaya dan
memiliki kesangupan, untuk melunasi hutangnya, baik dengan harta /
benda yang dimilikinya, maka ia tidak berhak menerima zakat.28
b. Dia berhutang untuk yang digunakan untuk kepentingan ibadah
kepada Allah atau mengerjakan urusan yang dapat dibenarkan dalam
huku Islam. Sedang apabila berhutang untuk keperluan maksiat atau
27 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, (Jakarta: Suara Muhammadiyah,
2014), hlm. 59.
28 Ibid.
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pekerjaan yang dilarang oleh hukum Islam seperti boros, judi dan lain-
lain maka ia tidak berhak menerima zakat.
c. Gharimin yang mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo atau
bangkrut.29
Bagian gharimin menurut LAZISMU adalah sebagai berikut:
a. Bagi orang yang mempunyai hutang, baik karena kefakirannya
maupun karena kebutuhannya yang sangat mendesak, sedang ia tidak
sanggup atau sulit melunasi hutangnya, maka orang tersebut mendapat
bagian harta zakat sejumlah hutang yang dideritanya, atau sebesar
hutang yang sudah jatuh tempo. Bagian zakat untuk gharimin
dipergunakan hanya untuk melunasi hutangnya, tidak diperkenankan
untuk keperluan yang lain.
b. Bagi orang yang memiliki hutang, sedang ia sanggup melunasinya,
akan tetapi ia berhutang kepada rentenir (riba), maka harta zakat boleh
diberikan kepada orang tersebut (untuk melepaskan diri dari riba)
dalam bentuk pinjaman kemudian ia berkewajiban untuk
mengembalikan pinjaman itu kepada amil zakat, sesuai dengan
kesepakatan tertentu.30
6. Di Jalan Allah (Fi Sabilillah)
Sabilillah ialah jalan yang menyamakan kepada keridhaan Allah, berupa
segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan kalimat (agama)-Nya
29 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, (Jakarta; Suara Muhammadiyah,
2014), hlm. 59.
30 Ibid., hlm. 60.
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dan melaksankan hukum-hukum Nya.31 Bentuk-bentuk fisabilillah dewasa ini
diantaranya adalah :
a. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam, dan
menyampaikan risalahnya keseluruh dunia. Mendirikan pusat kegiatan
Islam yang representatif untuk mendidik generasi muda Islam,
menjelasakan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah Islam dari
kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran dan tergelincirnya
jalan ke arah kesesatan. Serta mempersiapkan diri dari membela Islam
dan melawan musuh-musuhnya.
b. Mendirikan sarana publikasi melalui media masa yang baik untuk
menandingi berita-berita yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat
Allah tetap tegak, untuk embela Islam dari propaganda dan
kebohongan musuh-musuh Islam, serat untuk meberikan kejelasan
Islam yang benar dari narasumber yang memiliki ilmu yang luas dan
berhati ikhlas.32
c. Menerbitkan dan menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik
dan santun. Yang dapat menjelaskan maksud Islam, membuka mutiara
Islam yang tersimpan, menjelasakn keindahan-keindahan ajaran Islam
dan kebenarannya, dan membuka kesalahan-kesalahan serta kedok
musuh Islam.
d. Membantu para dai penyeru kebenaran ajaran Islam dan menolong
mereka agar tetap tegar dan istiqomah dalam menghadapi kekufuran
31 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, (Jakarta; Suara Muhammadiyah,
2014), hlm. 59.
32 Ibid., hlm 61.
61
dan kedholiman. Membantu para mujahid yang berjuang untuk
mempertahankan tegaknya risalah Islam. Memberikan bagian zakat
pada kegiatan-kegiatan tersebut adalah lebih utama. Sebab tidak ada
yang akan meolong Islam setelah Allah kecuali orang Islam sendiri.
e. Membangun fasilitas umum, seperti tempat ibadah, jalan, jembatan
dan sebagainya.33
7. Ibnu Sabil
Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan
tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang
yang berhak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (darurat)
sementara ia tidak memiliki bekal.34
a. Orang yang kehbisan bekal dala perjalanan, baik karena salah
perhitungan, tersesat, hilang dicuri, dirampok, dan lain-lain,
sedangkan ia sendiri tidak mendapatkan suatu cara untuk
mendapatkan bekal yang ia butuhkan.
b. Musafir yang hendak mengadakan perjalanan untuk mendapatkan
bekal yang ia butuhkan.
c. Bukan untuk maksiat, akan tetapi tidak mendapatkan biaya. Saat
sekarang terdapat bermacam-macam bentuk antara lain :
Mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang
pandai, ataupun lainnya yang membutuhkan studi untuk
33 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, (Jakarta: Suara Muhammadiyah,
2014), hlm. 62.
34 Ibid.
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memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kebaikan dan
kebangkitan Islam dan kaum muslimin.35
Orang yang diusir dan minta suaka. Di antara manusia, ada orang
yang dipaksa meninggalkan tanah airnya dengan meninggalkan
seluruh harta miliknya. Orang tersebut lari ke negeri lain, demi
mempertahankan keyakinan dan agamanya, dan minta suaka politik.
d. Orang  yang memiliki harta, namun tidak mampu mendapatkannya.
Hal ini dapat terjadi karena hartanya dipinjam (dihutang) orang lain,
dan belum dikembalikan, karena disimpan pada suatu bank
bermasalah atau karena sebab-sebab lain.
e. Tuna wisma, yaitu orang orang yang tidak memiliki tempat tinggal
layak, sehingga mreka menjadikan pinggiran dan lorong-lorong jalan
sebagai rumahnya. Mereka adalah "anak jalanan" dan pada kelompok
ini terdapat dua kategori sekaligus, yakni fakir / miskin dan ibnu sabil.
Maka zakat yang diperuntukkan kepada kelompok ini juga bertujuan
untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sekaligus untuk
merumahkannya.36
f. Anak buangan, yakni anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya
(keluarganya). Anak-anak buangan ini lebih tepat dan lebih layak
untuk mendapatkan perlakuan yang baik.
35Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, (Jakarta; Suara Muhammadiyah,
2014), hlm. 63.
36 Ibid…,hlm. 63.
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Harta zakat dibagikan kepada semua mustahik, apabila zakat itu banyak,
semua sasaran zakat (asnaf) ada, dan kebutuhannya (relative) sama. Tidak satu
asnaf pun yang boleh dihalangi untuk mendapatkannya apabila ia benar-benar
membutuhkannya. Apabila diperkirakan semua asnaf ada, maka tidak wajib
mempersamakan pembagiannya antara asnaf yang satu dengan yang lainnya.
Tergantung pada jumlah masing-masing asnaf dan kebutuhannya. Sebab di suatu
daerah kadang terdapat banyak fakir miskin dan sedikit orang yang berhutang
(gharimin) dan ibnu sabil, kadang juga sebaliknya.
Diperbolehkan memberikan semua harta zakat kepada asnaf tertentu saja,
jika kenyataan menuntut demikian, dan tidak diwajibkan untuk menyertakan
pembagiannya pada setiap asnaf. Diperbolehkan untuk melebihkan yang satu dari
yang lain, sesuai dengan perbedaan kebutuhan antara seseorang dengan orang
lain. Prinsipnya adalah kalaupun seorang mustahik mendapat bagian lebih dari
yang lain, maka hal tersebut didasarkan pada sebab yang benar dan demi
kemaslahatan, bukan berdasarkan hawa nafsu dan dengan tidak merugikan asnaf
atau individu lain.37
Golongan fakir dan miskin merupakan sasaran zakat yang harus
diprioritaskan untuk menerima zakat, karena member kecukupan kepada mereka
merupakan tujuan utama zakat. Bagian untuk amil zakat dengan segala macam
urusan administrasi, maksimal 1/8 dari hasil zakat yang dapat dikumpulkan dan
tidak boleh lebih  dari itu. Sebab pada hakikatnya zakat itu untuk fakir dan miskin
37 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, (Jakarta: Suara Muhammadiyah,
2014), hlm. 67.
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maka jika harta zakat diambil untuk amil dalam jumlah yang besar, niscaya akan
mengurangi bagian fakir miskin dan yang lain. Apabila harta zakat itu sedikit,
maka diberikan kepada satu sasaran saja, atau bahkan untuk satu atau dua individu
saja. Sebab membagikan harta yang sedikit kepada sasaran atau orang banyak
justru akan menghilangkan fungsi dari zakat tersebut.38 Teknis pembagian harta
zakat yang dilalukan LAZISMU adalah sebagai berikut:
a. Bagi mustahik yang tidak produktif dan tidak punya potensi untuk
diberdayakan, maka zakat untuk mereka diberikan berupa santunan untuk
keperluan pokok yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan
pendidikan berdasarkan had al kifayah (perhitungan kecukupan). Prinsip
program ini adalah darurat, terbatas, dan selektif.
b. Bagi mustahik yang produktif dan punya potensi untuk diberdayakan,
maka zakat untuk mereka diberikan dalam bentuk bantuan berjangka,
baik untuk meningkatkan kemampuan dan keterapilan maupun untuk
modal wirausaha. Prinsip program ini adalah mendorong kelompok
sasaran untuk dapat menolong dirinya sendiri menuju kemandirian,
meningkatkan pendapatan kelompok sasaran agar kesejahteraan
hidupnya semakin meningkat, serta pembinaan yang berkelanjutan agar
kelompok sasaran terus berkembang secara berkesinambungan.39
c. Bagi mereka yang berpotensi untuk dikembangkan intelektualitasnya,
maka dana zakat digunakan untuk membantu mereka, seperti beasiswa.
38 Dewan Syariah LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis, (Jakarta; Suara Muhammadiyah,
2014), hlm. 69.
39 Ibid.
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d. Bagi mereka yang berpotensi untuk dikembangkan keterampilannya
(skill), maka dana zakat digunakan untuk membantu mereka, seperti
kursus keterampilan.
e. Bagi mereka yang berpotensi untuk berwiraswasta, maka dana zakat
digunakan untuk membantu mereka mewujudkan potensinya dalam
bentuk modal usaha.
f. Bagi mereka yang berpotensi untuk menjadi pekerja tetapi tidak
memperoleh lapangan pekerjaan, maka dana zakat dapat digunakan untuk
mengembangkan usaha yang telah berjalan, agar dapat memberikan
lapangan pekerjaan bagi yang menganggur.
g. Dana zakat dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana
yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya kaum dhuafa, seperti
membangun tempat ibadah, rumah sakit, sarana pendidikan dan lain-lain.
h. Dana zakat dapat digunakan untuk membantu membiayai para dai,
ustadz, mubaligh, dan pekerja sosial lainnya. Tenaga dan pikiran mereka
dicurahkan untuk membangun ummat.40
Tasharuf zakat LAZISMU PDM Klaten tahun 2016 disetorkan ke PP
Muhammadiyah selaku amil atasan dan PWM amil atasan 10,74%. Sedangkan
hak kelola LAZISMU PDM Klaten sendiri adalah untuk fakir miskin konsumtif
11,5%, fakir miskin produktif 4,78%, gharim 0,13%, fi sabilillah 62,57%, ibnu
sabil 0,99%, dan amil 10,14%.41 Dimana alokasi dana terbesar ada di asnaf fi
40LAZISMU PDM Klaten, Laporan Sejarah Perkembangan Dan Periodisasi
Kepengurusan Serta Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah, (Klaten : 2016), hlm 9.
41 Ibid.
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sabilillah dengan total dana Rp. 233.050.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta
Lima puluh Ribu Rupiah).42
D. Mustahik Pendayagunaan Zakat Produktif
Mustahik pertama yaitu pedangang ayam, Pak Slamet Widodo yang
beralamatkan di Desa Belan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Mempunyai
4 tanggng jawab yang harus dinafkahi setiap harinya, membuat pak Slamet harus
bekerja serabutan. Sejak duduk di bangku sekolah beliau sudah berdagang ayam
kampung. Membeli ayam dari tetangganya kemudian menjualnya kembali ke
pasar Gabus saat dini hari.  Kala ayam sedang sepi beliau berjualan klitikan
seperti sikat, sabut cuci piring, dll di pasar yang sama.43
Mengenal LAZISMU melalui tetangga beliau, Pak Amin adalah seorang
pengurus LAZISMU PCM  Jatinom. Semua keperluan proposal pengajuan dana
beliau yang mengurus. Sekitar setahun yang lalu Pak Slamet di beri bantuan dana
sebagai modal usaha sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu).
Dengan modal usaha tersebut Pak Slamet dapat mengembangkan usaha jual beli
ayam kampungnya. Dulu hanya 2 sampai 5 ekor yang didapat seharinya, sekarang
beliau bisa menjual 5 sampai 10 ekor setiap harinya. Dengan mengikuti pengajian
rutin LAZISMU PCM Jatinom beliau mendapat motivasi dan pengarahan dalam
berusaha.44
42 LAZISMU PDM Klaten, Laporan Sejarah Perkembangan Dan Periodisasi
Kepengurusan Serta Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah, (Klaten : 2016), hlm 9.
43 Slamet Widodo, Mustahik Zakat Produktif, Wawancara Pribadi, Jatinom, 4 Agustus
2017. Pukul 15.00-15.30 WIB.
44 Ibid.
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Chatijan yang beralamatkan di Dukuh Mlandang, Desa Munjungan,
Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten adalah mustahik kedua yang bekerja
sebagai seorang tukang kayu. Pak Chatijan menerima pesanan membuat lemari
kayu, daun pintu, dan kuda-kuda rumah. Mengenal LAZISMU PDM Klaten
melalui tetangga beliau, yaitu Pak Samuji seorang pengurus LAZISMU PCM
Ngawen. Pak Samuji menawarkannya bantuan modal usaha melalui pengajuan
proposal ke LAZISMU PDM Klaten. Selaku pengurus Cabang Pak Samuji
melakukan survei pekerjaan Pak Slamet.45 Sebuah alat pemotong kayu elektrik
yang belum dimiliki Pak Chatijan adalah salah satu kendalanya.
Awalnya Pak Chatijan hanya menggunakan gergaji atau pemotong kayu
manual untuk bekerja. Bekerja sebagai tukang kayu terkadang masih kurang
untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak Chatijan mempunyai tiga orang
anak dan satu orang istri sebagai tanggungjawabnya. Setelah menerima bantuan
modal usaha dari LAZISMU PDM Klaten kini Pak Chatijan bisa membuat lemari
lebih cepat dari sebelumnya. Dana yang diberikan sebagai modal usaha sebesar
Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Pengambilan dana dilakukan di Gedung
Pimpinan Daerah Klaten, dengan pendampingan Pak Samuji. Digunakan untuk
membeli sebuah alat pemotong kayu elektrik dana tersebut bermanfaat dan
berkembang.46
Salah satu mustahik mengkoordinir kelompok ternak kambing di desanya,
yaitu Pak Mardi. Kelompk ternak kambing yang beralamatkan di Dukuh
Tempursari, Desa Mlandang, Kecamatan Ngawen. Pak Mardi sebagai salah satu
45 Chatijan, Mustahik Zakat Produktif, Wawancara Pribadi, Ngawen, 4 Agustus 2017.
Pukul 16.00-16.30 WIB.
46 Ibid.
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mustahik dari kelompok ternak yang ditemui di kediamannya mengaku, bahwa
usaha kambingnya berkembang. Mulai dari 3 ekor kambing hingga beranak 2 ekor
dengan totalnya 5 ekor. Sebelum mendapat modal usaha dari LAZISMU, Pak
Mardi awalnya seorang peternak kambing47.
Ada 11 kambing yang dipeliharanya, kemudian mendapat bantuan dana
LAZISMU kini kambing ternaknya menjadi 16 ekor. Anak beliau merantau ke
Jakarta, hanya tinggal berdua dengan sang istri tidak membuat Pak Mardi
terkendala dana dalam menghidupi keluarganya.  Bermodalkan sepetak sawah Pak
Mardi bekerja sebagai tani dan berternak kambing di halaman rumahnya.
Diperkenalkan dengan LAZISMU melalui pengurus LAZISMU PCM Ngawen
yaitu pak Samuji. Pak Samuji sebagai pengurus semua keperluan dalam
pengajuan proposal permohonan dana. Dengan total dana yang diturunkan sebesar
Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk kelompok ternak
yang nantinya akan dibagi untuk lima orang anggota.48
47Mardi, Mustahik Zakat Produktif, Wawancara Pribadi, Ngawen, 4 Agustus 2017. Pukul
17.00-17.30 WIB.
48Ibid.
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BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI LAZISMU PDM
KLATEN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
A. Pendistribusian Zakat Produktif
LAZISMU PDM Klaten mengupayakan terkumpulnya zakat dengan cara
sosialisasi melalui berbagai acara. Seperti pengajian rutin, khutbah, pengajian
bulan Ramadhan, pengajian Ta'jilan sebelum / sesudah berbuka puasa dan
disegala kesempatan yang memungkinkan untuk dilakukan sosialisasi. Ditambah
dengan upaya LAZISMU PDM Klaten mengumpulkan zakat dengan cara
mendatangi langsung muzaki tetap. Dengan sosialisasi pula pengurus LAZISMU
PDM Klaten mendata calon muzaki dan mustahik. Diberikannya buku panduan
zakat saat sosialisasi diharapkan dapat memberikan sekilas wawasan kepada
muzaki maupun calon muzaki. Dengan buku tersebut muzaki dapat mengetahui
jenis zakat, kadar zakat dan nisab zakat yang wajib dikeluarkan.1
Perhitungan jumlah zakat yang harus dikeluarkan dapat dihitung sendiri
oleh muzaki. Dapat pula meminta pertolongan LAZISMU PDM Klaten untuk
menghitungkannya. Dari wawancara yang dilakukan Ibu Fita Purnawati Sari.,
Amd. Menjelaskan bahwa lebih banyak muzaki yang telah menghitung jumlah
zakatnya Sendiri. Kemudian membayarkannya berupa uang. Uang yang diberikan
dalam bentuk tak'jil, yaitu uang dengan jumlah yang relatif sama setiap bulannya.
1 Fita Purnawati Sari, Amd. Pengelola Zakat LAZISMU PDM Klaten, Wawancara
Pribadi, 16 Juni 2017, pukul 10-11.30.
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Hal terpenting dalam zakat bukan hanya dalam memungut dan
memperoleh harta saja, tetapi penting bagi pengurus merencanakan kemana harta
tersebut disalurkan. Jangan sampai harta zakat dibagikan kepada yang tidak
berhak menerimanya. Sedangkan yang berhak menerima tidak mendapatkannya.
Delapan asnaf penerima zakat yang ditentukan oleh LAZISMU PDM Klaten
dibagi kedalam dua kelompok untuk memudahkan penyaluran dengan tepat
sasaran.
Kelompok pertama yaitu, Kelompok Dhuafa yang terdiri dari asnaf fakir,
miskin, gharimin, riqab, dan ibnu sabil. Kelompok kedua yaitu, kelompok
sabilillah yang terdiri dari asnaf amilin, mu'allaf dan fii sabilillah. Pendistribusian
disesuaikan dengan kondisi yang dialami dalam tahun tersebut. Pada tahun 2016
pentasyarufan lebih banyak diberikan kepada kelompok fisabilillah. Karena untuk
kelompok dhuafa lebih banyak dipihaki oleh LAZISMU PCM. Kelompok fakir
miskin pendistribusian dana zakat LAZISMU PDM Klaten dibagi menjadi dua
kelompok yaitu : fakir miskin bersifat konsumtif dan fakir miskin bersifat
produktif. Tidak semua fakir miskin konsumtif menerima hak zakatnya berupa
uang. Sebagian dari mereka menerima alat bantu melihat dan alat bantu berjalan.2
Pendistribusian zakat pada tahun 2016 disalurkan kepada kelompok
fisabilillah sebesar 70%, kelompok dhuafa 15% dan setoran untuk PP sebesar
15%. Agar dana zakat dapat merata maka penyaluran dilakukan sesuai dengan ke
wilayah yang di wenangi oleh LAZISMU PDM Klaten.
2 LAZISMU PDM Klaten, Laporan Sejarah Perkembangan Dan Periodisasi
Kepengurusan Serta Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah, (Klaten : 2016), hlm 3.
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UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memaparkan bahwa
zakat harus dikumpulkan melalui lembaga amil di bawah pengawasan pemerintah
berwenang. Muzaki atau calon muzaki dapat meminta bantuan dalam menghitung
kewajibannya dalam berzakat. Kemudian zakat akan didistribusikan kepada
mustahik sesuai dengan syariat Islam.
Zakat didistribusikan pada tahun 2016 lebih banyak dialokasikan kepada
kelompok fisabilillah. Dengan kemiskinan saat itu yang mencapai angka 172.300
jiwa. Hal tersebut dianggap sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan karena
sebagian besar zakat untuk kelompok dhuafa telah diwenangi oleh LAZISMU
PCM. Pemberian zakat kepada fakir miskin konsumtif berupa alat bantu dengar
dan alat bantu jalan adalah cara penyaluran konsumsi kreatif. Dengan demikian
dana zakat tidak akan habis untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan pangan.
Pendataan calon mustahik yang dilakukan pada sosialisai rutin yang
dilakukan akan menambah kehati-hatian dalam  menetapkan mustahik. Dengan
demikian akan dipilih mustahik yang berhak saja. Melalui pengakuan mustahik
sendiri dan data lain yang mendukung, seperti data LAZISMU PCM yang berada
paling dekat dengan masyarakat.3
B. Pendayagunaan Zakat Produktif
Pendayagunaan zakat produktif diterima berupa tambahan modal usaha
yang telah berdiri sebelumnya. Dengan modal usaha tersebut diharapkan mustahik
3 Fita Purnawati Sari, Amd. Pengelola Zakat LAZISMU PDM Klaten, Wawancara
Pribadi, 16 Juni 2017, pukul 10-11.30.
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akan semakin berkembang. Mustahik penerima tambahan modal usaha adalah
sebagai berikut:
1. Slamet Widodo
Mustahik Slamet Widodo merupakan warga Belan, Jatinom yang
berada di bawah pendampingan LAZISMU PCM Jatinom. Sosialisasi
pendayagunaan zakat produktif dilakukan oleh pengelola zakat LAZISMU
PCM, yaitu Bapak Amin. Melalui beliau pendampingan modal usaha
dilakukan. Pengajian rutin disebuah masjid dekat rumah Pak Slamet sebagai
wadah pendampingan. Pak Slamet menempati sebuah rumah pribadi
miliknya, kebutuhan makan dan membeli pakaian layak dapat dipenuhi
melalui usaha beliau berjualan ayam.4
Menurut pengakuan sang istri, Pak Slamet telah berjualan ayam
kampung sejak duduk dibangku sekolah. Dengan sebuah sepeda dan
keranjang ayam, beliau membeli ayam kampung ke tetangga. Kemudian
dijual kembali ke pasar Gabus. Menghidupi tiga orang anak dengan menjual
ayam kampung dirasa masih kurang. Hingga beliau masih bekerja serabutan
sepulang dari berjualan ayam.
Pak Slamet mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp. 500.000,-
(Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam dua kali penuruan dana. Maka total dana
yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Sebelum mendapat
bantuan dana dari LAZISMU PDM Klaten Pak Slamet hanya dapat menjual
4 Observasi, Mustahik Zakat Produktif, Rumah Slamet Widodo, Jatinom, 4 Agustus 2017.
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2-5 ekor ayam perharinya.5 Pendapatan Pak Slamet meningkat setelah
mendapat bantuan dana dari LAZISMU PDM Klaten, saat ini Pak Slamet
dapat menjual 5-10 ekor ayam perharinya. Terkadang Pak Slamet hanya
mendapat ayam kecil yang kemudian dipelihara sendiri. Namun seringkali
ayam tersebut mati. Begitupula dengan memelihara indukan ayam, saat ayam
kecil sudah ditetaskan seringkali mati.
Pak Slamet termasuk golongan mustahik miskin, dimana beliau dapat
bekerja namun hanya dapat memenuhi setengah dari keseluruhan
kebutuhannya. Dengan demikian pendayagunaan zakat telah didistribusikan
kepada mustahik yang tepat. Modal usaha yang diberikan juga mengalami
perkembangan dan meningkatkan taraf hidup mustahik.
2. Chatijan
Sebuah rumah layak huni mencerminkan bahwa kebutuhan mustahik
telah terpenhi. Mustahik merupakan warga Jatinom yang berada di bawah
pendampingan LAZISMU PCM Ngawen. Sebelum mendapat bantuan modal
usaha dulunya beliau bekerja keluar kota membuat rumah dan kost-kostan.
Pak Chatijan merupakan golongan mustahik miskin cacat, beliau menderita
sakit komplikasi. Dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan
lagi untuk bekerja jauh, saat ini Pak Chatijan hanya menerima tawaran
bekerja di daerah sekitar rumahnya saja.
5 Slamet Widodo, Mustahik Zakat Produktif, Wawancara Pribadi, Jatinom, 4 Agustus
2017. Pukul 15.00-15.30 WIB.
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Pak Samuji seorang pengurus LAZISMU PCM Ngawen merupakan
orang yang memberitahu beliau mengenai bantuan modal usaha dari
LAZISMU PDM Klaten. Pendampingan Pak Samuji selaku pengurus
LAZISMU PCM Ngawen tidak dilakukan secara berkala dikarena Pak
Samuji mengetahui bahwa beliau tidak diragukan lagi kemampuannya dalam
membuat lemari.
Bantuan modal usaha yang diperoleh Pak Chatijan sebesar Rp.
1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dengan uang tersebut Pak Chatijan dapat
membeli sebuah alat pemotong kayu listrik untuk melengkapi kebutuhannya
bekerja. Untuk membuat almari, daun pintu dan jendela Pak Chatijan dulunya
hanya menggunakan alat pemotong kayu manual (gergaji), dengan gergaji
pengerjaan sebuah almari dapat memakan waktu 3-5 minggu. Lama
pembuatan almari tergantung tingkat kerumitan dan ukuran almari yang
dipesan.6
Saat ini pengerjaan sebuah almari hanya membutuhkan waktu 2-3
minggu dari rata-rata waktu yang dibutuhkan biasanya. Almari yang dibuat
tidak untuk dijual di toko mebel, malainkan sebuah pesanan. Pak Chatijan
bekerja hanya saat ada pemesan, selebihnya beliau berjualan warung
kelontong kecil-kecilan di depan rumah.7 Warung kelontong tersebut yang
menjadi usaha yang diharapkan saat pesanan almari sedang sepi.
6Chatijan, Mustahik Zakat Produktif, Wawancara Pribadi, Ngawen, 4 Agustus 2017.
Pukul 16.00-16.30 WIB.
7 Observasi, Mustahik Zakat Produktif, Rumah Chatijan, Ngawen, 4 Agustus 2017
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3. Mardi Kelompok Ternak Kambing
Pak Mardi adalah mustahik Ngawen yang berada di bawah
pendampingan LAZISMU PCM Ngawen. Pak Samuji sebagai pendamping
yang memotivasi beliau. Kelompok ternak kambing ini merupakan satu-
satunya penyaluran modal usah ke kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5
orang anggota yang rumahnya saling berdekatan. Pak Mardi adalah seorang
peternak kambing. Beliau beternak kambing mulai dari kecil saat kedua orang
tuanya masih ada.
Pak Mardi termasuk dalam golongan mustahik miskin tua, yang
secara fisik beliau tidak mampu lagi bekerja. Memperoleh bantuan modal
usaha sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Pak Mardi
menggunkan uang tersebut untuk membeli tiga ekor kambing.8 Satu ekor
kambing betina dan dua ekor kambing jantan. Kambing betina beliau kini
sudah mempunyai dua ekor anak, jadi total kambing yang dimiliki Pak Mardi
adalah lima ekor. Kambing tersebut belum termasuk kambing pribadi Pak
Mardi yang bukan dari LAZISMU PDM Klaten. Total keseluruhan kambing
Pak Mardi ada enam belas ekor kambing.9
Melalui pengakuan beliau terdapat salah satu anggota yang tidak dapat
mengembangkan modal usaha yang dimiliki. Dikarenakan modal tersebut
dialih fungdikan sebagai dana kesehatan. Anggota tersebut menderita sakit
8 Mardi, Mustahik Zakat Produktif, Wawancara Pribadi, Ngawen, 4 Agustus 2017. Pukul
17.00-17.30 WIB.
9 Observasi, Mustahik Zakat Produktif, Rumah  Pak Mardi, Ngawen, 4 Agustus 2017.
76
keras sehingga sebelum usahanya berkembang modal usahnya telah habis.
Pendampingan usaha beternak kambing dilakukan saat pengajian rutin yang
diagendakan LAZISMU PCM Ngawen.
Table
Ketentuan yang Harus Ada Pada Mustahik Zakat Produktif
No. KETENTUAN
MUSTAHIK
Slamet Chatijan Mardi
1 Memenuhi kriteria mustahik
yang ditentukan oleh syariat
Islam.
  
2 Kebutuhan dasar mustahik
telah terpenuhi
  
3 Berada satu domisili
mustahik dengan amil zakat
  
4 Untuk usaha produktif   
5 Pendampingan oleh amil
zakat
  
Dana zakat yang tepat sasaran akan ikut mensejahterakan masyarakat dan
meningkatkan taraf hidupnya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai
hukum positif yang mengatur pendayagunaan zakat produktif. Penentuan
mustahik dalam menerima modal usaha mencakup pranata utama yang harus ada
di diri mustahik.
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Syarat tersebut tertera dalam pasal 27 yat (1) bahwasannya zakat dapat
didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan
peningkatan kualitas umat. (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik
telah terpenuhi. Diperjelas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun
2015 bahwasannya zakat produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi
ketentuan penerima merupakan individu maupun kelompok yang memenuhi
kriteria mustahik. Serta mendapat pendampingan dari amil zakat berada pada
domisili mustahik.
Pendampingan zakat produktif tidak dilakukan secara intensif, namun
hanya sekedar bertanya kepada mustahik apakah ada kendala yang berarti dalam
usaha yang dijalankan dan apakah sudah mendapat keuntungan dari usaha yang
dijalankan serta penggunaan dana yang telah didapat. Pendampingan
pengembangan usaha zakat produktif untuk mustahik belum dilaksanakan satu
persatu, LAZISMU PDM Klaten memberikan sosialisasi saat pertama mustahik
menerima dana zakat. Pendampingan dan pengawasan perlu dilakukan agar dapat
mengidentifikasi proses yang dilakukan mustahik. Sebagai tolak ukur tujuan
pendayagunaan telah tercapai secara maksimal atau tidak tercapai.
Pendayagunaan zakat produktif LAZISMU PDM Klaten dikelola dengan
sistem modal hibah. Diberikan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah
dibawah bimbingan LAZIMU PCM dengan pendayagunaan zakat produktif
diharapkan bahwa mustahik akan mampu mengelola atau mengembangkan usaha,
sehingga masa mendatang diharapkan mampu menjadi muzakki baru. Tasharuf
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bagi dhuafa' produktif yang diberikan kepada fakir miskin produktif adalah uang
modal kerja atau alat produksi sesuai dengan keahliannya, sebagai dana
rangsangan untuk usaha yang sudah berdiri.
Pemberian modal ini menguntungkan untuk mustahik, karena sudah
menjadi hak milik mustahik sepenuhnya dan tidak ada tanggung jawab
mengembalikan yang diterimanya. Namun dengan jaminan bahwa dana tersebut
tidak wajib dikembalikan membuat sebagian mustahik kurang memiliki semangat
untuk mengembangkannya. Sehingga pencapaian untuk merubah mustahik
menjadi muzaki baru belum terealisasi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari kajian, analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pendistribusian zakat yang dilaksankan LAZISMU PDM Klaten tidak
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat. Zakat lebih banyak disalurkan kepada
asnaf fi sabilillah. Dengan peningkatan angka kemiskinan yang terjadi
pada tahun 2016, pendistribusian zakat tidak memperhatikan prinsip
prioritas untuk mustahik fakir miskin.
2. Pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU PDM Klaten sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat. Mustahik pendayagunaan zakat produktif mendapat
pendampingan dari LAZISMU PCM yang mewilayahi, modal yang
diberikan untuk mengembangkan usaha mustahik, kebutuhan dasar
mustahik telah terpenuhi dan mustahik termasuk golongan miskin.
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B. Saran
Adapun beberapa saran yang dianjurkan penyusun pada permasalahan
yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:
1. Lembaga Amil
LAZISMU PDM Klaten dapat membentuk devisi
pendampingan yang secara intensif menangani mustahik
pendayagunaan zakat. Agar modal usaha yang diberikan mendapat
pendampingan yang lebih intensif. Sehingga dapat meningkatkan
keahlian para mustahik.
Perlu dibentuknya program pendayagunaan zakat agar zakat
yang disalurkan tidak hanya berupa bantuan modal usaha. Melainkan
dapat berupa pelatihan untuk menambah keahlian calon penerima
zakat produktif. Sehingga sebelum menerima modal usaha mustahik
sudah mempunyai keahlian lebih dalam mengelola modal usaha yang
diberikan.
Serta sosialisasi mengenai pendayagunaan zakat produktif lebih
ditingkatkan lagi. Sehingga pendayagunaan zakat produktif dapat
menyentuh masyarakat dan tidak terbatas dalam golongan ormas.
2. Masyarakat
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Mustahik pendayagunaan zakat produktif harus bertanggung
jawab atas dana yang diterimanya sebagai pengembangan modal usaha
tidak dikonsumsi.
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Lampiran
A. Pertanyaan yang diajukan kepada LAZISMU PDM Klaten dengan tema
besar pendayagunaan zakat produktif. Klaten 16 Juni 2017
 Umum :
1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISMU PDM Klaten?
2. Bagaimana latarbelakang lahirnya LAZISMU PDM Klaten?
3. Apa landasan hukum kelembagan LAZISMU PDM Klaten?
4. Apa langkah awal rencana kerja LAZISMU PDM Klaten?
5. Bagaimana upaya pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh
LAZISMU PDM Klaten?
6. Apa program pendistribusian zakat LAZISMU PDM Klaten?
7. Bagaimana struktur organisasi LAZISMU PDM Klaten?
8. Siapa saja tokoh personal dalam struktur organisasi LAZISMU PDM
Klaten?
 Khusus :
1. Bagaimana proses pengelolaan zakat produktif LAZISMU PDM
Klaten?
2. Siapa yang menjadi sasaran mustahiq zakat produktif LAZISMU
PDM Klaten?
3. Bagaimana penentuan kriteria mustahiq penerima zakat produktif
LAZISMU PDM Klaten?
4. Bagaimana pihak LAZISMU PDM Klaten memilih prioritas mustahiq
yang sesuai?
5. Bagaimana pertimbangan LAZISMU PDM Klaten dalam memberikan
dana zakat produktif kepada mustahiq?
6. Apa yang menjadi kadar tolak ukur dana zakat produktif yang
didistribusikan kepada mustahiq?
B. Pertanyaan yang akan diajukan untuk mustahiq zakat produktif.
Klaten, 4 Agustus 2017.
1. Bagaimana mustahiq mengetahui bahwa di LAZISMU PDM Klaten
terdapat pembagian dana zakat produktif?
2. Apa yang menjadikan mustahiq tertarik untuk mengajukan proposal
sebagai mustahiq yang berhak atas zakat produktif LAZISMU PDM
Klaten?
3. Bagaimana perkembagan ekonomi mustahiq sebelum dan sesudah
mendapat dana zakat produktif?
4. Kapan mustahiq mengajukan proposal sebagai penerima zakat produktif?
5. Kapan dana zakat produktifnya diberikan?
6. Apakah ada bimbingan atau pendampingan atas dana yang diberikan
LAZISMU PDM Klaten kepada mustahiq?
C. Wawancara Narasumber
Ket : wawancara foto dengan istri Bapak Slamet Widodo mustahiq zakat
produktif.
Ket : Keranjang dan sepeda Bapak Slamet Widodo.
Ket : Wawancara dengan Ibu Chatijan istri dari Bapak Chatijan.
Ket : Lemari yang sedang dalam proses pengerjaan.
Ket : Wawancara dengan Pak Mardi anggota kelompok ternak Ngawen.
Ket : 16 kambing Pak Mardi.
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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR   52  TAHUN 2014 
TENTANG 
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH 
SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) 
dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan 
Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk 
Usaha Produktif; 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan       
 Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
 Indonesia Nomor 5255); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5508); 
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47   
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara; 
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1114); MEMUTUSKAN ... 
 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SYARAT DAN TATA 
CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH 
SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan: 
1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau 
badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang 
berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 
2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat 
resmi untuk diserahkan kepada mustahik. 
3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang 
hidup pada bulan ramadhan. 
4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang 
Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. 
5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 
6. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. 
7. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan 
qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat. 
8. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan 
atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 
9. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas 
uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya 
yang telah mencapai nisab dan haul. 
10. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan 
yang telah mencapai nisab dan haul. 
11. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber 
yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau 
dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu 
tahun mana yang lebih lama. 
12. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus 
dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal 
neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi 
normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang. 
13. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan 
atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. 
14. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas 
binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. 
15. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha 
pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. 
16. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang 
produksi barang dan jasa. 
17. Zakat ... 
 
 
17. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari 
penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima 
pembayaran. 
18. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan. 
19. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, 
taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 
BAB II 
SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH 
Pasal 2 
(1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 
syariat Islam. 
(2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut: 
a. milik penuh; 
b. halal; 
c. cukup nisab; dan 
d. haul. 
(3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku 
untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, 
pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz. 
(4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut: 
a. beragama Islam; 
b. hidup pada saat bulan ramadhan; 
c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul 
fitri; 
Pasal 3 
(1) Zakat mal meliputi:  
a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya; 
b. zakat uang dan surat berharga lainnya; 
c. zakat perniagaan; 
d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan; 
e. zakat peternakan dan perikanan; 
f. zakat pertambangan; 
g. zakat perindustrian; 
h. zakat pendapatan dan jasa; dan 
i. zakat rikaz. 
(2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti 
dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut. 
 
 
 
 
BAB III ... 
 
 
BAB III 
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH 
Bagian kesatu 
Tata Cara Penghitungan Zakat Mal 
Paragraf 1 
Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya 
Pasal 4 
(1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai 
nisab 85 gram emas. 
(2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%. 
(3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus 
dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki. 
Pasal 5 
(1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai 
nisab 595 gram perak. 
(2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%. 
(3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus 
dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.  
Pasal 6 
(1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia 
yang telah mencapai nisab 85 gram emas. 
(2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%. 
(3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat 
yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.  
Pasal 7 
(1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai 
haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. 
(2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan 
zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas. 
Paragraf 2 
Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya 
Pasal 8 
(1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai 
nisab 85 gram emas. 
(2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%. 
(3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus 
dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki. 
Pasal 9 
(1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga 
yang telah mencapai nisab 85 gram emas. 
 (2) Kadar ... 
 
 
 
(2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%. 
(3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, 
zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang 
dimiliki. 
Pasal 10 
(1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan 
dibayarkan melalui amil zakat resmi.  
(2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya 
disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas. 
Paragraf 3 
Zakat Perniagaan 
Pasal 11 
(1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. 
(2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. 
Pasal 12 
(1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar 
dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.  
(2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul. 
b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan 
usaha pada saat haul.  
c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. 
(3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah 
mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.  
Pasal 13 
Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui 
amil zakat resmi.   
Paragraf 4 
Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 
Pasal 14 
(1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah. 
(2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika 
tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. 
(3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang 
harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan 
irigasi dan perawatan lainnya. 
 
 Pasal  ... 
 
 
 
Pasal 15 
Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan 
dibayarkan melalui amil zakat resmi. 
Paragraf 5 
Zakat Peternakan dan Perikanan 
Pasal 16 
(1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di 
tempat penggembalaan umum.  
(2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan 
sebagai zakat perniagaan. 
Pasal 17 
(1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi 
unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. 
(2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri Agama ini. 
 
Pasal 18 
Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. 
Pasal 19 
(1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil 
tangkapan ikan. 
(2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
senilai 85 gram emas. 
(3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%. 
Pasal 20 
Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui 
amil zakat resmi.  
 
Paragraf 6 
Zakat Pertambangan 
Pasal 21 
(1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas. 
(2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%. 
(3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang. 
 
 
 
Pasal  ... 
 
 
Pasal 22 
Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan 
melalui amil zakat resmi.   
Paragraf 7 
Zakat Perindustrian 
Pasal 23 
(1) Nisab zakat atas atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang 
senilai 85 gram emas. 
(2) Nisab zakat atas atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 
kg gabah. 
(3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%. 
Pasal 24 
Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12. 
Pasal 25 
Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui 
amil zakat resmi. 
Paragraf 8 
Zakat Pendapatan dan Jasa 
Pasal 26 
(1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. 
(2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.   
Pasal 27 
Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa 
diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. 
Paragraf 9 
Zakat Rikaz 
Pasal 28 
(1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab. 
(2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%.  
Pasal 29 
Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil 
zakat resmi. 
 
 
 
 
 
Bagian ... 
 
 
Bagian Kedua 
Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah 
Pasal 30 
(1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 
2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. 
(2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi 
sehari-hari. 
(3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. 
Pasal 31 
(1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum 
pelaksanaan Shalat Idul Fitri. 
(2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul 
Fitri.  
BAB IV 
PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF 
Pasal 32 
Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan 
fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.  
Pasal 33 
Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat: 
a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; 
b. memenuhi ketentuan syariah; 
c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan 
d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. 
Pasal 34 
Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit 
memenuhi ketentuan: 
a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi 
kriteria mustahik; dan 
b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili 
mustahik. 
Pasal 35 
(1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk 
usaha produktif. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara 
berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan 
laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;  
 
 
b.lembaga ... 
b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan
kepada BAZNAS dan gubernur; dan
c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Menteri.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam)
bulan dan akhir tahun.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas mustahik;
b. identitas lembaga pengelola zakat;
c. jenis usaha produktif;
d. lokasi usaha produktif;
e. jumlah dana yang disalurkan; dan
f. perkembangan usahanya.
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh
BAZNAS.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1830
dengan aslinya
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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      52      TAHUN 2014 
TENTANG 
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN  
ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK  
USAHA PRODUKTIF 
 
NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK: 
1. Unta 
NISHAB (EKOR) ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 
25-35 1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun) 
36-45 2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 
46-60 3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 
61-75 4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun) 
76-90 2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 
91-120 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 
121-129 3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 
130-139 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 
ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 
140-149 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 
ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 
150-159 3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 
160-169 4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 
170-179 3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 
ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 
180-189 2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 
ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 
190-199 3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 
ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 
200-209 4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 
ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 
 
2.  Sapi/Lembu 
NISHAB (EKOR) ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 
30-59 1 ekor anak sapi betina 
60-69 2 ekor anak sapi jantan 
70-79 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi 
jantan  
 
 
80-89 2 ekor anak sapi betina  
90-99 3 ekor anak sapi jantan 
110-119 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi 
jantan 
> 120 3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi 
jantan 
3. Kuda 
NISHAB (EKOR) ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 
30-59 1  ekor anak kuda betina 
60-69 2  ekor anak kuda jantan 
70-79 1  ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi 
jantan  
80-89 2  ekor anak kuda betina  
90-99 3  ekor anak kuda jantan 
100-109 1  ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda 
jantan 
110-119 2  ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda   
jantan 
> 120 3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda 
jantan 
 
4. Kambing 
NISHAB (EKOR) ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 
5-9  1 ekor kambing 
10-14  2 ekor kambing 
15-19  3 ekor kambing 
20-24 4 ekor kambing 
 
 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 
                    ttd 
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN 
 
 
 



 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  23  TAHUN  2011 
TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang  
 
: a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu; 
b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban 
bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat 
Islam; 
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang 
bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat; 
d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan 
hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga 
sesuai dengan syariat Islam; 
e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam 
masyarakat  sehingga perlu diganti; 
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Pengelolaan Zakat; 
 
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
Dengan . . . 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG  PENGELOLAAN 
ZAKAT. 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam 
pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat. 
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 
seorang muslim atau badan usaha untuk 
diberikan kepada yang berhak menerimanya 
sesuai dengan syariat Islam. 
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh 
seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk 
kemaslahatan umum. 
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang 
dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di 
luar zakat untuk kemaslahatan umum. 
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha 
yang berkewajiban menunaikan zakat. 
6.  Mustahik . . . 
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6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima 
zakat. 
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya 
disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan 
pengelolaan zakat secara nasional. 
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat 
LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat 
yang memiliki tugas membantu pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat 
UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh 
BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. 
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau 
badan hukum. 
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang 
dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional 
dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.   
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang agama. 
 
Pasal 2 
 
Pengelolaan zakat berasaskan: 
a. syariat Islam; 
b. amanah; 
c. kemanfaatan; 
d. keadilan; 
e. kepastian hukum; 
f. terintegrasi; dan 
g. akuntabilitas. 
 
Pasal 3  . . . 
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Pasal  3 
 
Pengelolaan zakat bertujuan: 
a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 
dalam pengelolaan zakat; dan 
b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan 
kemiskinan. 
 
Pasal 4 
 
(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. 
(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; 
b. uang dan surat berharga lainnya; 
c. perniagaan;  
d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 
e. peternakan dan perikanan 
f. pertambangan;  
g. perindustrian;  
h. pendapatan dan jasa; dan 
i. rikaz.  
(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki 
perseorangan atau badan usaha. 
(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan 
zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat 
Islam. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata 
cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
dengan Peraturan Menteri.  
 
BAB II . . . 
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BAB II 
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 5 
 
(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, 
Pemerintah membentuk BAZNAS. 
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan di ibu kota negara. 
(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan lembaga pemerintah nonstruktural 
yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab 
kepada Presiden melalui Menteri. 
  
Pasal 6 
 
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang 
melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. 
 
Pasal 7 
 
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat;  
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, 
dan  pendayagunaan zakat; 
c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat; dan 
 
d. pelaporan . . . 
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d. pelaporan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan pengelolaan zakat. 
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait 
sesuai dengan ketentuan peraturan             
perundang-undangan. 
(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya 
secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri 
dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam             
1 (satu) tahun. 
 
 
Bagian Kedua 
Keanggotaan 
 
Pasal 8 
 
(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. 
(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari 
unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur 
pemerintah. 
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga 
profesional, dan tokoh masyarakat Islam. 
(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang 
berkaitan dengan pengelolaan zakat. 
(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang 
wakil ketua. 
 
 
 Pasal 9 . . . 
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Pasal 9 
 
Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) 
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan. 
 
Pasal 10 
 
(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden atas usul Menteri. 
(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat 
oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 
(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh 
anggota.  
 
Pasal 11 
 
Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota 
BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
paling sedikit harus: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. bertakwa kepada Allah SWT; 
d. berakhlak mulia; 
e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; 
f. sehat jasmani dan rohani; 
g. tidak menjadi anggota partai politik; 
h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; 
dan 
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 
Pasal 12 . . . 
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Pasal 12 
 
Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: 
a. meninggal dunia; 
b. habis masa jabatan; 
c. mengundurkan diri; 
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) 
bulan secara terus menerus; atau 
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. 
 
Pasal 13 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 14 
 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu 
oleh sekretariat. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan 
tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
 
 
Bagian Ketiga 
BAZNAS Provinsi  
dan BAZNAS Kabupaten/Kota 
 
Pasal 15 
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat 
pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota 
dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS 
kabupaten/kota. 
(2)   BAZNAS . . . 
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(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul 
gubernur setelah mendapat pertimbangan 
BAZNAS. 
(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk atas usul 
bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan 
BAZNAS. 
(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak 
mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi 
atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS 
provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah 
mendapat pertimbangan BAZNAS. 
(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota 
melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di 
provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. 
 
Pasal 16 
 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS 
kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada 
instansi pemerintah, badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, 
dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 
serta dapat membentuk UPZ pada tingkat 
kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan 
tempat lainnya. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan 
tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS 
kabupaten/kota diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
 
 
 
Bagian Keempat . . . 
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Bagian Keempat 
Lembaga Amil Zakat 
 
 
Pasal 17 
 
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 
zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. 
 
Pasal 18 
 
(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
diberikan apabila memenuhi persyaratan paling 
sedikit: 
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan 
Islam yang mengelola bidang pendidikan, 
dakwah, dan sosial; 
b. berbentuk lembaga berbadan hukum; 
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 
d. memiliki pengawas syariat; 
e. memiliki kemampuan teknis, administratif, 
dan keuangan untuk melaksanakan 
kegiatannya; 
f. bersifat nirlaba; 
g. memiliki program untuk mendayagunakan 
zakat bagi kesejahteraan umat; dan 
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara 
berkala. 
 
Pasal 19 . . . 
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Pasal 19 
 
LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah 
diaudit kepada BAZNAS secara berkala. 
 
Pasal 20 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan 
organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan 
perwakilan,  pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
 
 
BAB III 
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,  
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN 
 
Bagian Kesatu 
Pengumpulan 
 
Pasal 21 
 
(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki 
melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban 
zakatnya. 
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri 
kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta 
bantuan BAZNAS. 
 
Pasal 22 
 
Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS 
atau LAZ dikurangkan dari  penghasilan kena pajak. 
 
Pasal 23 . . . 
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Pasal 23 
 
(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti 
setoran zakat kepada setiap muzaki. 
(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak. 
 
Pasal 24 
 
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh 
BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS 
kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Kedua 
Pendistribusian 
 
Pasal 25 
 
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai 
dengan syariat Islam. 
 
Pasal 26 
 
Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas 
dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, 
dan kewilayahan. 
 
Bagian Ketiga 
Pendayagunaan 
 
Pasal 27 
(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha 
produktif dalam rangka penanganan fakir miskin 
dan peningkatan kualitas umat. 
(2)  Pendayagunaan . . . 
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(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
apabila kebutuhan dasar mustahik telah 
terpenuhi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan 
zakat untuk usaha produktif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Menteri.  
 
Bagian Keempat 
Pengelolaan Infak, Sedekah,  
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya 
 
Pasal 28 
(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga 
dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial 
keagamaan lainnya. 
(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, 
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai 
dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh 
pemberi. 
(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial 
keagamaan lainnya harus dicatat dalam 
pembukuan tersendiri. 
 
Bagian Kelima 
Pelaporan 
 
Pasal 29 
(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan 
laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, 
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya 
kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah 
secara berkala. 
(2)   BAZNAS . . . 
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(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, 
dan dana sosial keagamaan lainnya kepada 
BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. 
(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana 
sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan 
pemerintah daerah secara berkala. 
(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, 
dan dana sosial keagamaan lainnya kepada 
Menteri secara berkala. 
(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan 
melalui media cetak atau media elektronik. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan 
BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, 
dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
 
BAB IV 
PEMBIAYAAN  
 
Pasal 30 
 
Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan Hak Amil. 
 
Pasal 31 
 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi 
dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Hak Amil. 
(2)   Selain . . . 
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(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS 
kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 
 
Pasal 32 
LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai 
kegiatan operasional.   
 
Pasal 33 
 
(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 
ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah. 
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai 
dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
 
BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 
Pasal  34 
 
(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, 
BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. 
(2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS 
provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ 
sesuai dengan kewenangannya. 
(3)  Pembinaan  . . . 
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(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan 
edukasi. 
 
 
 
BAB VI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 
 
Pasal 35 
 
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam 
pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS 
dan LAZ.  
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam rangka:  
a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; 
dan  
b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja 
BAZNAS dan LAZ. 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam bentuk: 
a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan 
zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; 
dan 
b. penyampaian informasi apabila terjadi 
penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang 
dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. 
 
 
 
 
 
BAB VII . . . 
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BAB  VII 
SANKSI  ADMINISTRATIF 
 
Pasal 36 
 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1),     
Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29          
ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara dari kegiatan; 
dan/atau 
c. pencabutan izin. 
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada         
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
 
BAB VIII 
LARANGAN 
 
Pasal  37 
 
Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, 
menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau 
mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana 
sosial keagamaan lainnya yang ada dalam 
pengelolaannya. 
 
Pasal 38 
 
Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak 
selaku amil zakat melakukan pengumpulan, 
pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa 
izin pejabat yang berwenang.  
BAB IX . . . 
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BAB IX 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 39 
 
Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum 
tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan 
ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
 
Pasal 40 
 
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan 
hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
 
Pasal 41 
 
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan 
hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah). 
 
Pasal 42 
 
(1) Tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan. 
 
 
(2)   Tindak . . . 
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(2) Tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 merupakan pelanggaran. 
 
 
BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 43 
 
(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum 
Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan 
tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan 
Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS 
yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini. 
(2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil 
Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada 
sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap 
menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS 
provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai 
terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan 
Undang-Undang ini. 
(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum 
Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ 
berdasarkan Undang-Undang ini. 
(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun 
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB XI . . . 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 44 
 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 
Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan 
Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
 
Pasal 45 
 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 46 
 
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini 
harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung 
sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
 
Pasal 47 
 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
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Wisnu Setiawan 
 PENJELASAN  
 
ATAS 
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR  23  TAHUN  2011 
 
TENTANG 
 
PENGELOLAAN ZAKAT 
 
 
I. UMUM 
 
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam 
yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata 
keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan 
masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.  
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus 
dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, 
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas 
sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 
pengelolaan zakat. 
Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu 
diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi 
kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. 
 Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan 
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, 
BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan 
lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung 
jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang 
berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. 
 
 
 Untuk . . . 
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Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk 
Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara 
berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.  
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat 
Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat 
didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir 
miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik 
telah terpenuhi. 
Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, 
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan 
pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya 
dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan 
peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan 
dalam pembukuan tersendiri. 
Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi 
dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
 Huruf a 
 Cukup jelas. 
 Huruf b 
Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat 
harus dapat dipercaya. 
  
 
 
Huruf c . . . 
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 Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan 
zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi mustahik. 
 Huruf d 
 Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan 
zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. 
 Huruf e 
 Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam 
pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi 
mustahik dan muzaki. 
 Huruf f 
 Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan 
zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
 Huruf g 
 Yang dimaksud dengan  asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan 
zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh 
masyarakat. 
 
Pasal 3 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 4 
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas. 
  Huruf d 
Cukup jelas. 
 
 
 
Huruf e . . . 
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Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
 Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha 
yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak 
berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum 
seperti perseroan terbatas. 
Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 5 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 6 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 7 
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri. 
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
 
 
 
 
Pasal 8 . . . 
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Pasal 8 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 9 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 10 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
 Cukup jelas. 
Pasal 12 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 13 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 14 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 15 
 Ayat (1) 
 Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS 
kabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitul mal. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 16 . . . 
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Pasal 16 
Ayat (1) 
 Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis 
taklim. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 17 
Cukup jelas. 
 
Pasal 18 
Cukup jelas. 
 
Pasal 19 
Cukup jelas. 
 
Pasal 20 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 21 
Cukup jelas. 
 
Pasal 22 
Cukup jelas. 
 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
 
Pasal 24 
Cukup jelas. 
 
Pasal 25 
Cukup jelas. 
 
Pasal 26 
Cukup jelas. 
 
 
Pasal 27 . . . 
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Pasal 27 
Ayat (1) 
 Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang 
mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan 
kesejahteraan masyarakat. 
 Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah 
peningkatan sumber daya manusia. 
Ayat (2) 
 Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, 
sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 28 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 29 
Cukup jelas. 
 
Pasal 30 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
 
Pasal 32 
Cukup jelas. 
 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
 
Pasal 34 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 35 
Cukup jelas. 
 
 
 
Pasal 36 . . . 
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Pasal 36 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 37 
Cukup jelas. 
 
Pasal 38 
Cukup jelas. 
 
Pasal 39 
Cukup jelas. 
 
Pasal 40 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 41 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 42 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43 
Cukup jelas. 
 
Pasal 44 
Cukup jelas. 
 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
 
Pasal 46 
Cukup jelas. 
 
Pasal 47 
Cukup jelas. 
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